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ABSTRACT
 

Autonomy In Village Financial Management
 
In The Subdistrict Of West Singkep
 

District Of Lingga
 

Amran Salim.
 
Universitas Terbuka
 

amran_bubel@yahoo.co.id.
 

Keywords: Autonomous, Village and Financial 

This study aims at reviewing the implementation of village autonomy in 
financial management and identifying the village authorities in exp1<;>ring the 
potential of rural resources into revenue villages (PADes). This research is 
executed at tree vilages in the subdistrict of West Singkep - District Lingga 
during three moons which is among month of April- June 2011. Data collection is 
carried out through interviews, field observation, and docwnentary study. 
Research subjects were governmental apparatur of Lingga regency that is head 
sub unit governance district, sub-district and viIage, chief of subdistrict of West 
Singkep, apparatur governance of vilages and also chief institute social of vilages 
like PICK, Karang Taruna, RTIRW, LPM and also elite figur. Data were analyzed 
using qualitative methods approach. 

The results showed that the implementation of autonomy in financial 
management at the village of West Singkep District - Di1:>irict Lingga is not 
running optimally, are to the (i) lack of understanding towards the concept of 
autonomy by local goverment apparatur at the implementation level have an 
impact on law member of local regulation issued concerning financial 
manajement, (ii) lack of ahility in the ranks of the District government to 
understand the needs of the village of Lingga., (iii) intervention by local 
governments in allocating funds (ADD) by district officials, (iv) limited freedom 
in exploring the rural potential resources into revenue villages (pADes), (v) the 
lack of local government efforts to motivate and facilitate the Lingga in 
developing village business entity (BUMDes). To achieve the financial 
management of village autonomy optimally, it is recommended that to improve 
the understanding towards the concept of autonomy by local goverment apparatur 
at the implementation level have an impact on increasing member of local 
regulation issued concerning financial manajement, the village allocated (ADD) in 
order to consider the characteristics of the villages in the district of West Singkep 
as islands, eliminating ADD use fonnat so that the village can be more flexible in 
determining their priority needs, reduce I limit the nwnber of objects of local 
government control of rural resources, and encourage businesses to create a rural 
village in the fonn of BUMDes which is one of the foundations of the village 
towards fmancial independence. 
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ABSTRAK 

Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
 
Di Kecamatan Singkep Barat
 

Kabupaten Lingga
 

Amran Salim
 
Univesitas Terbuka
 

amran_bubeI@yahoo.co.id
 

Kata Kunci : Otonomi, Desa, Keuangan 

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan otonomi dibidang 
pengelolaan keuangan desa dan mengidentifIkasi kewenangan desa dalam 
menggali potensi swnberdaya desa menjadi pendapatan asli desa (pADes). 
Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) desa di wilayah Kecamatan Singkep Barat 
Kabtipaten Lingga selama 3 (riga) bulan yairu artUira bulan April - Jum 2011. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi 
dokumen. Subyek penelitian adalah aparatur pemerintah Kabupaten Lingga yaitu 
Kepaia Subbagian Pemerintahan Kecarnatan, Keturaban dan Desa sekretariat 
daerah Kabupaten Lingga, Carnat Singkep Barat, aparatur pemerintahan desa, 
serta ketua Iembaga kemasyarakatan desa seperti P~ Karang Taruna, RTIRW, 
LPM serta tokoh masyarakat. Data dianalisis menggunakan pendekatan 
kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan otonomi dalam pengelolaan 
keuangan desa di Kecarnatan Singkep Barat - Kabupaten Lingga belwn berjalan 
secara optimal, karena (i) rendabnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap 
otonomi desa pada tataran implementasi sehingga berdampak terhadap rendabnya 
jumlah perda yang mengatur otonomi pengelolaan keuangan desa, (ii) lemahnya 
keIiiamptian jajataii pemeri.ntah Kabiiparen Lmgga daliltrl iiieriiahami Kebtiftifuiii 
desa, (iii) adanya intervensi oleh pemerintah Kabupaten Lingga dalarn 
mengalokasikan dana ADD, (iv) terbatasnya kebebasan desa dalam menggali 
potensl swnberdaya desa menjadi pendapatan asli desa (pADes), (v) minirnnya 
upaya pemerintah kabupaten Lingga dalam memotivasi dan memfasilitasi 
Iahirnya badan usaha miliki desa (BUMDes). Untuk mencapai otonomi 
pengelolaan keuangan desa yang optimal, disarankan agar penernpan konsep 
otonomi desa dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan regulasi (perda) tentang 
kelWlgaIl de8~ dalam mengalokasikan Gana ~sa (ADD) agar 
mempertimbangkan karakteristik desa-desa di Kecamatan Singkep Barat 
sebagai daerah kepulauan, menghapuskan fonnat penggunaan ADD agar desa 
dapat Iebih leluasa dalam menentukan prioritas kebutuhannya, 
mengurangiJrnernbatasi jumlah objek penguasaan pemerintah kabupaten terhadap 
sumberdaya desa, dan mendorong desa untuk menciptakan usaha desa dalam 
bentuk BUMDes yang merupakan salah satu pondasi menuju kemandirian 
keuangan desa. 
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,I

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sejarah Singkat Pemerintahan Desa 

Sejarah munculnya pemerintahan desa dimulai sejak zaman kerajaan 

bahkan mungkin jauh sebelumnya. Suhartono dalam Sumarjono( 2005: 77) 

menyatakan bahwa : 

"Pada mulanya desa merupakan bentuk komunitas pertama yang 
terkonsolidasi dalam kehidupan awal, setelah manusia memulai kehidupaIl 
berkelompok mereka memerlukan tempat tinggal, pembagian kerja, dan 
pemirnpin-pemirnpin kelompok untuk mengatur kehidupan 
masyarakatnya". 

POO3 masa kerajaan, para tokoh masyarakat sangat disegani karena mempunyai 

kelebihan tertentu seperti status sosial yang tinggi, kemampuan ilmu agama, atau 

kanuragaan sehingga diangkat menjadi pemimpin kelompok masyarakat desa. 

Masa itu pemirnpin desa disebut rama, buyut, demang, ma-11tri, dan lurah. 

Pemimpin inilah yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan ditingkat 

desa, dan menjadi cikal bakal pemerintahan desa. Mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan hukum 0031. 

Pernerintahan desa yang modem dan jelas wujudnya dimulai poo3 masa 

kolonial belanda Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengakui eksistensi desa 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri 

dibawah penguasaan kolonial Belanda. POO3 masa berikutnya teljadi dinamika 

perkembangan pemerintah desa mengikuti corak kebijkan pemerintahan Indonesia 

yang berkuasa. Eko, (2010) berpendapat bahwa untuk mengetahui tahap 

perkembangan sejarah singkat pemerintahan desa di Indonesia dapat dilihat poo3 

masa kolonial, masa pasca kemerdekaan, masa orde bam, dan masa reformasi. 
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I. Masa Kolonial 

Pada awal pemerintahan kolomal Belanda, desa dijadikan objek 

eksploitasi untuk mengeruk kekayaan alam desa, dengan eara mengendalikan 

penduduk dan tanah desa. SWnlujono (2005:77) berpendapat bahwa pemerintah 

desa ditunjuk sebagai perantara pemerintah pusat untuk menjalankan pajak tanah, 

kekuasaan, polisi negeri. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk 

melaksanakan kebijakan pemerintah kolomal disertai dengan pembayaran yang 

diperoleh dari tanah bengkok, upah tanam dan pajak yang sangat memberatkan 

rakyat. 

Desa mulai diakui keberadaannya melalui peraturan yang disebut 

regeeringsreglement tahun 1854, dimana desa disebut sebagai inlandsche 

gemeenten yang mempunyai hak untuk mengatur dan megurus rumah tangganya 

sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan dari gubemur jenderal. Pada 

tahun 1906 kewenangan desa ditegaskan lagi dengan keluamya peraturan 

islandsche gemeente-ordonantie (IGO) dimana diatur secara konkrit bentuk, 

kewajiban dan hak kekuasaan pemeriatah desa baik berdasarkan hukum 

ketalaprajaan maupun berdasarkan hukum perdala. Eko (2010:10-11) menyatakan 

bahwa: 

"Proses kelahiran otonomi desa pada zaman kolonial BeJanda ini semakin 
lengkap dengan disahkannya desa ordonantie bam pada tahun 1941 yang 
memberikan keleluasaan kepada pemerintahan desa untuk berkembang 
menurut potensi dan kondisinya sendiri, desa tidak lagi dikekang dengan 
berbagai peraturan yang mengikat dan instruktif' 

Pada masa penjajahan Jepang, Desa ditempatkan di atas aza (kompung, 

dusun) yang meropakan institusi terbawah. Otonomi Desa kembali dibatasi 

bahkan Desa dibawah pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat. Rakyat 
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desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti 

Heiho, Kaibodan, Seinendan, dan lain-lain. Kepala Desa difungsikan sebagai 

pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki Jepang, seperti jarak, 

padi dan tebu, (Hendriono, 10 Juli 2009). 

2. Masa Pasca Kemerdekaan I Orde Lama 

Pada awal masa kemerdekaan, pemerintah pusat mengakui bahwa desa 

sebagai daerah otonom. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, 

menegaskan bahwa pemerintahan desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak 

mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Kemudian diperkuat oleh UU 

No. 1 Tahun 1957 yang menyebutkan bahwa desa merupakan daerah tingkat III 

sebagai daerah otonom terbawah. 

Pada tahun 1965, seiring dengan semangat demokrasi terpimpin yang 

mengusung spirit otoritarianisme dan sentralisme, maka desa berubah nama 

menjadi desa praja. Eko (2010:17-18) berpendapat bahwa konsep desa praja pada 

prinsipnya berupaya menyeragamkan seluruh desa yang ada di Indonesia sehingga 

tidak ada lagi kesatuan masyarakat hukum diberbagai wilayah yang memiliki 

nama selain desa praja Pemerintahan desa merupakan alat dari pemerintah pusal, 

sehingga kepala desa mempunyai otoritas yang besar dan menjadi penguasa 

tunggal dengan posisi yang kuat. Untuk mengambil tindakan dan keputusan

keputusan penting, pemerintah desa tetap harus mendapat persetujuan dari 

pemerintah diatasnya 

3. Masa Orde Baru 

Pada masa orde bam, posisi pemerintahan desa semakin jelas dan kuat 

sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ada tiga langkah utama yang 
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ditempuh oleh Orde Barn untuk mengendalikan desa, yaitu : (I) konsolidasi 

politik untuk menciptakan stabilitas politik di desa; (2) pembangunan desa; (3) 

modemisasi, negaranisasi, dan marginalisasi desa. UU No.5 tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa, betul-betul para1el dengan semangat sentralisasi. Pemerintah 

desa mengalami birokratisasi kedalarn suatu garis komando yang sentralistik, dan 

desa menjadi unit pemerintahan terendah yang dikendalikan oleh negara langsung 

dibawah carnal. Kepala desa pada dasarnya bukanlah pemimpin masyarakat desa 

yang berakar dan legitimate dirnata masyarakal, melainkan sebagai kepanjangan 

tangan pemerintah pusat yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan 

tanah desa. 

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menghendaki 

pemerintahan desa yang modem dan birokratis, dan marginalisasi terbadap 

keragarnan kesatllan masyarakat hukum adat. Kondisi ini menyebabkan otonomi 

desa menjadi semakin bilang dalarn praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Sumarjono (2005:112-113) menyatakan bahwa: 

"Indikator kemunduran otonomi desa terlihat dari pemilihan kepala desa 
yang sudah diintervensi, perencanaan pembangunan yang bersifl:! top 
down, transfer dana ke pemerintah desa dalarn bentuk bantuan desa 
(Bandes), Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang diketuai oleh kepala 
desa, mempakan indikator-indikator kongkrit yang memperlihatkan 
bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalarn mengatur dan mengurus 
sendiri romah tangganya telah dihilangkan oleh rezim orde barn". 

4. Masa Refonnasi 

Era reformasi meropakan tonggak kebangkitam otonomi. Desa diposisikan 

tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah dibawah carnal, melainkan 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa. Implikasinya 
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adalah desa berhak membuat regulasi desa sendiri untuk mengelo1a barang-barang 

pub1ik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten. Indikator lain 

adalah pe1embagaan demokrasi desa dengan lahirnya Badan Perwakilan Desa 

(BPD) yang merupakan representasi dari berbagai golongan masyarakat yang ada 

di desa. Bersama kepala desa BPD menetapkan Peraturan Desa (perdes) untuk 

mengatur urusan dan kepentingan masyarakat. 

Penguatan lembaga legislatif desa (BPD) menjadi fenomena barn bagi 

kepaJa desa yang selama ini rnenjalankan pernerintah desa secara otoriter. Fungsi 

kontrol dan penyeimbang dalam pernerintahan desa oleh BPD rnenyebabkan 

banyak terjadi konflik antara kepala desa dan BPD. Eko (2010:53-54) menyatakan 

bahwa: 

'Kondisi tidak hannonis antara pernerintah desa dan BPD lebih 
dikarenakan o1eh pernaham yang sernpit terhadap perubahan paradigma 
tata pemerintahan desa. Sehingga pernerintah pusat akhimya 
mentransforrnasi Badan Perwaki1an Desa (BPD) rnenjadi Badan 
Pennusyawaratan Desa (BPD)." 

Makna kata perwakilan diubah rnenjadi perrnusyawaratan sehingga anggotanya 

pun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Barlan Perrnusyawaratan Desa (BPD) 

hanya diamanat untuk rnernernbuat dan rnengesahkan Perdes, rnenampung dan 

rnenyalurkan asiprasi rnasyarakat. 

Berbagai format perubahan terhadap tata pemerintahan desa akhimya 

justeru berakibat terjadinya kemunduran terhadap otonomi desa. Pemerintah pusat 

hanya rnengakui bahwa otonomi hanya sarnpai kepada daerah kabupatenlkota 

Pernerintah desa pada dasarnya menjalankan sebagian kewenangan dari 

pernerintah kabupaten. Negara hanya mengakui keberadaan desa tetapi tidak 

rnernbagi kewenangan kekllasaan pemerintahan kepada pernerintah desa secara 
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tegas. Sehingga penyerahan kewenangan kepada pemerintahan desa sangat 

tergantung pada keputusan bupati sebagai kepala daerah otonom. Akuntabilitas 

kepala desa yang dilaksanakan secara vertikal kepada bupati melalui carnat, dapat 

dimaknai sebagai resentralisasi. 

B. OtoDomi Desa 

1. OtoDomi 

Chalid (2008:9.5) berpendapat bahwa otonomi memungkinkan suatu 

daerah memiliki kemarnpuan mengoptimalisasi potensinya dan mendorong daerah 

berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial 

budayanya. Otonomi menjadi suatu pilihan strategis untuk negara yang 

mempunyai wilayah kekuasaan besar dan karakteristik daerah serta masyarakat 

yang beragarn. Pemerintah daerah atau loka! yang paling dekat dengan masyarakat 

diasumsikan paling mengetahui kebutuhan masyarakatnya dan hams diberi 

otoritas dalarn bentuk otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. 

Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Auto 

yang berarti sendiri, dan kata Nomos yang bera.~i peraturan atau perintah. 

Berdasarkan pada dua perkataan tersebut maka menurut Agustino, (2011: 10) 

otonomi berarti peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan) tersendiri. 

Beberapa ahli juga memberikan pengertian tentang otonomi. Rian Nugroho, 

(2000:46) berpendapat bahwa otonomi berarti memerintah sendiri. Sarnoff dalam 

Agustino (2011: 11) menyatakan bahwa : 

"transferred power and Authority over decision making to local units are 
the core ofautonomi. .. 

Escobar-Lemmon dalam Agustino (2011 :11) mempertegas bahwa: 
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"Otonomi merupakan pemindahan otoritas, fungsi dan tanggung jawab 
untuk mernfonnulasikan kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerab". 

Kaho (2005:16) berpendapat bahwa otonomi merupakan pemerintahan 

sendiri meliputi pengaturan atau pengundang-undang sendiri, dan daIam batas

batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Hal yang diatur dan diurus 

adaIah tugas-tugas atau urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. Damanik (2010:113) berpendapat bahwa otonomi 

adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang 

bersifat operasional daIam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuannya adalah 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah 

daIam proses pertumbuhan. 

Handoyo (1998:27) menyebutkan bahwa otonomi dapat diartikan sebagai 

zelfwetgeving atau pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. 

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (zeljStandighied), 

tetapi bukan kemerdekaan (om¢hankelijlchied). Lennart Lunquist daIam 

Sumarjono (2005: 98-99) menyatakan bahwa: 

"Konsep otonomi terdiri dari dua dimensi utama yaitu kebebasan 
bertindak dan kapasitas untuk bertindak. Kebebasan bertindak adaIah hak 
untuk memutuskan carn tindakannya sendiri, sedangkan kapasitas 
bertindak dimaksudkan sebagai kemampuannya daIam mewujudkan dan 
mencapai tujuan yang telah diputuskan". 

Kebebasan bertindak identik dengan kekebalan yang dimiliki oleh pemerintah 

lokal dari intervensi pemerintah yang lebih tinggi. Meskipun diperlukan untuk 

mengatasi masalah dan mendorong inovasi pemerintah lokaI, tetapi intervensi 

secara terus-menerus akan mematikan kemandirian lokal. Intervensi yang terlalu 

kuat akan berpengaruh negatif terhadap kinerja sebuah lembaga atau komunitas. 
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lntervensi pemerintah yang terlalu kuat kepada pemerintah desa justeru tidak akan 

menciptakan kemajuan dan kemandirian desa tersebut. Kapasitas bertindak 

identik dengan kebebasan untuk menafsirkan hak dan kewajibannya dalarn 

hubungan dengan persoalan dan preferensi lokal. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahIi diatas, maka konsep otonomi dapat 

diartikan sebagai kewenangan/keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah/lokal dalam membuat keputusan sendiri berdasarkan preferensi 

masyarakatnya. Atas dasar konsep tersebut, maka ada bidang kuasa pemerintah 

daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai dengan wilayahnya melalui 

pendelegasian wewenang dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan 

yang lebih rendah kuasanya. Secara filosofi bahwa implementasi otonomi 

sesungguhnya berorientasi mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah, 

rnelatih daerah mencapai kedewasaanya dan dapat mengelola permasalahan dan 

kepentingan sendiri, mempersiapkan political schooling untuk seluruh 

masyarakat, mempersiapkan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah, dan 

membuat pemerintah secara optimal mencapai efisiensi dan efektivitas. 

Kaho (2005:66) berpendapat bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi, 

maka ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu: (I) manusia sebagai 

pelaksana harus baik; (2) keuangan harus cukup dan baik; (3) peralatan harus 

cukup dan baik; (4) organisasi serta manajemen harus baik. Faktor-faktor 

tersebut diatas sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi 

pada suatu daerah. 
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2. Desa 

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia. Struktur sosial sejenis desa, rnasyarakat 

adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi yang mempWlyai posisi yang 

sangat penting. Secara ekonomis desa menjadi fondasi kehidupan supra desa. Kata 

desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata deshi yang artinya tanah 

kelahiran atau tanah tumpah darah, selanjutnya kata deshi menjadi kata desa. 

Para Ahli memberikan beberapa defmisi tentang desa. Kartohadilrusumo 

(1988:16) menyatakan bahwa: 

"Desa adalah kesatuan hukum yang didalarnnya bertempat tinggal suatu 
masyarakat yang berhak: menyelenggarakan pemerintahan sendiri." 

Damanik (2011:106) berpendapat bahwa desa merupakan institusi yang otonom 

dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri, serta relatif mandiri. Dadang 

Juliantara (2000:132) menyatakan ballwa: 

Istilah desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran, Pertama, desa 

secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu 

yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang 

relatif homogen. Oleh karena itu. desa didefmsikan sebagai masyarakat yang 

hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempWlyai ikatan sosial, adat dan 

tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dapat dikatakan rendah. 

Kedua, desa sering di identikan dengan organisasi kekuasaan, ma.ka desa 

didefiniskan sebagai organisasi pemerintahan atau organiasasi kekuasaan yang 

secara politis mempWlyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara. 
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Nunnan (2006:47) berpendapat bahwa desa adalah pemerintahan terkecil dan 

tertua di Indonesia berdiri sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebib besar 

dan negara-negara /kerajaan. Widjaja (2004:3) berpendapat bahwa desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asH berdasarkan hak asa1 

usul yang bersifat istimewa. 

Konsep desa dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hulrum yang 

mendiami suatu wilayah, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, 

serta berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai kepentingan 

masyarakatnya. Jika dilihat dari persfektif sebagai organisasi kekuasaan atau 

organisasi pemerintahan, maka desa merupakan bagian dari unit pemerintahan 

terbawah menurut hirarki sistem pemerintahan di Indonesia. Kedudukan desa 

dalam tatanegara lndonesia merupakan bagian dari pemerintah kabupaten dan 

berfungsi sebagai subsistem dari pemerintah kabupaten, sedangkan pemerintah 

kabupaten berkedudukan sebagai pemerintah supra desa. Pemerintah daerah 

sebagai pemilik otonomi daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya terutama masyarakat desa. 

Agar urusan pemerintahan lebib menyentuh kepentingan masyarakat, maka 

pemerintah kabupaten/kota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

pemerintah desa melalui proses desentralisasi. Kewenangan yang dimiliki desa 

inilah kemudian dipahami sebagai otonomi desa. 

3. Pengertian Otonomi Desa 

Konstitusi memang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang otonomi 

desa. Eksistensi otonomi desa sering dilibat dari aspek historis-sosiologis, di mana 

desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hulrum (self governing community) 
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sehingga membuatnya disebut memiliki otonomi asli berdasarkan hak dan 

kewenangan asaI-usul atau adat setempat. Disisi lain dalam konteks tata negara 

Indonesia, bahawa kewenangan desa juga berasal dari pemberian (pelimpahan) 

dari pemerintah supra desa (kabupaten). Untuk itu perlu dirumuskan konsep 

otonomi desa yang komprehensif. 

Berbagai definisi tentang otonomi desa telah dirurnuskan oleh kalangan 

ahIi dan akademisi. Nurrnan (2006:3) menyatakan bahwa: 

"Otonomi desa merupakan kewenangan yang dirniliki oleh desa untuk 
mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya ekonorni untuk 
kesejahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada 
semua kelompok termasuk kelompok mmjinal". 

Pendapat lain diungkapkan oleh Sumarjono (2005:109) menyatakan bahwa: 

"Otonorni desa adalah suatu tingkat kebebasan untuk mencapai preferensi 
lokal, dan untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan tingkat kapasitas desa 
untuk mendefinisikan dan mengartikulasikan pengertian mereka sendiri." 

Kalangan Non Goverment Organisation (NGO) atau organisasi non pemerintah, 

memberikan pengertian bahwa otonorni desa adalah kemarnpuan mengelola 

maupun membiayai pemerintahan, pernbangunan dan kemasyarakatan dengan 

bertumpu pada hasil sumberdaya lokal, swadaya dan gotong royong. Kelemahan 

mendasar konsepsi ini adalah bahwa otonomi desa dipandang sebagai kewajiban 

dan tanggungjawab bukan hak yang hams dimiliki desa, dan juga sifat 

merninimalisir bantuan pemerintah dengan memaksimalkan swadaya masyarakat 

berpotensi terjebak dalam kebijakan eksploitatif terhadap desa. Abdunozaki 

(2005:53) berpendapat bahwa : 

"Otonorni desa adalah kemandirian yang dimiliki oleh desa untuk 
mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola 
sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat 
setempat". 
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Nunnan (2006:17) mengungkapkan bahwa : 

Terdapat dua konsep otonomi desa berdasarkan asal usul hak, yaitu ; hak 

berian dan hale bawaan. Hak bawaan adalah hak yang sejak dulu telah dimiliki 

desa yang melekat pada sejarah asa! usul desa (otonorni asli), sedangkan hak 

berian adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kewenangan 

sering dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak mengelola rumah 

tangganya sendiri. Ada juga yang memahami sebagai kekuatan formal perangkat 

negara untuk mengarnbil keputusan yang bersifat rnengikat dan memaksa 

terhadap warga negara. 

Abdurrozaki (2005:56) berpendapat bahwa kewenangan adalah hak dan 

dan kekuasaan pemerintahan desa dalarn mengatur dan rnengurus kepentingan 

rnasyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya seternpat yang rneliputi: pembuatan 

keputusan, pelaksanaan, dan kontrol dalarn bentuk regulasi sendiri (perdes), 

rnengarnbil atau rnernanfaatkan barang-barang atau aset publik dalarn \ingkup 

yurisdiksinya. Berkaitan dengan kewenangan desa, Tarigan dalarn Abdurrozaki 

(2005:57) rnenyarnpaikan bahwa : 

"Kewenangan desa berpusat pada kewenangan untuk mengelola 
swnberdaya alarn dan swnberdaya ekonomi untuk kesejahteraan warganya 
dan mendistribusikannya secara adil kepada sernua kelornpok rnasyarakat 
tennasuk kelornpok marginal". 

Kewenangan desa lebih spesifik disampaikan oleh Swnarjono (2005) yang 

rnenyatakan bahwa : 

Terdapat 4 (empat) ripe kewenangan desa, yaitu : 

(I)	 Kewenangan generik atau kewenangan asli, yaitu hale atau kewenangan asal 

usul yang rnelekat pada desa sebagai kesatu rnasyarakat hukwn (locaJ- self 

comurmity) disebut sebagai wujud otonomi asli, terdiri dari : (l) kewenangan 
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mengelola sistem pemerintahan sendiri, (2) kewenangan mengelola 

sumberdaya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat, 

dB), (3) kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, (4) 

kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal, (5) 

kewenangan yudikatif atau perOOilan komunitas. 

(2) Kewenangan devolutif, yaitu kewenangan yang melekat	 pOOa desa karena 

posisinya sebagai pemerintah lokal (local-self government) meskipun belum 

diakui sebagai entitias otonom seperti pemerintah kabupaten. 

(3) Kewenangan	 Distributif, yaitu kewenangan mengelola urusan (bidang) 

pemerintahan yang dibagikan oleh pemerintah kepOOa desa. 

(4) Kewenangan dalarn menjalankan tugas pembantuan. (hal. 122-123). 

Kewenangan desa akan terwujud jika ada proses desentralisasi 

kewcnangan sampai pada tingkatan desa. Darnanik (2010:78) berpendapat bahwa 

desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalarn membuat keputusan dan 

kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu 

organisasi. Nurman (2006:9) berpeildapat bahwa desentralisasi merupakan 

bentuk penyerahan kekuasaanlkewenangan atas suatu urusan tertentu dari 

pemerintah yang lebih tinggi pada tingkatan yang lebih rendah. Pada konteks 

desa, menurut Abdurrozaki (2005:47) bahwa: 

"Sesungguhnya ada tiga skema desentralisasi atau pelimpahan 
kewenangan yang dapat dibawa ke desa, yaitu : Pertama, Desentralisasi 
Politik yaitu pembagian kewenangan dan tanggungjawab kepada desa 
untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik 
dasar; Kedua, Desentralisasi Pembangunan yaitu pembagian kewena.qgan 
perencanaan desa yang menegaskan bahwa desa berwenang membuat 
perencanaan sendiri; Ketiga, Desentralisasi Keuangan yaitu alokasi dana 
kepada desa untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan". 
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Ketiga aspek desentraIisasi tersebut diatas mempakan satu rangkaian yang tidak 

dapat dipisahkan, karena prinsipnya desentraIisasi politik dan pembangunan tidak 

akan berjalan bila tidak diikuti oJeh desentraIisasi fiskal (keuangan). Pelimpahan 

kewenangan ke desa tidak boleh menciptakan beban bam tetapi hams mampu 

mendorong desa untuk berinisiatif dan berinovasi bagi perbaikan pelayanan 

publik ditingkat desa. Pelimpahan kewenangan ini hams mengikuti prinsip 

finance follow function, aninya bahwa pelimpahan kewenangan ke desa hams 

disertai pelimpahan keuangan kepada pemerintah desa. 

Ada dua unsur yang terkandung dalam kebijakan desentraIisasi keuangan, 

yaitu : Pertama, kewenangan dan keleluasaan daerah mengelola surnber-surnber 

keuangan desa, mulai dari kewenangan menggali sumber keuangan desa sampai 

pada keleluasaan dalam melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. Kedua, transfer dana dari pemerintah kepada pemerintah 

desa dalam bentuk alokasi dana untuk membiayai umsan kepentingan masyarakat 

setempat. Abdurrozaki (2005: 5-6) menyatakan bahwa : 

Secara urnurn ada beberapa tujuan dari pelaksanaan otonomi desa, yaitu : 

(I) Mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat; 

(2) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; (3) 

Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; (4) 

Memberikan kepercayaan, tanggungjawab, dan tantangan bagi desa untuk 

membangkitkan prakarsa dan potensi desa; (5) Membuka arena pembelajaran 

yang sangat berharga bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat; (6) 

Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal. 
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Lebih lanjut Eko (2010) menyatakan bahwa : 

Dntuk mengetahui sejauh mana implementasi otonomi desa, maka dapat 

dilihat dari indikator berikut : (I) adrninistrasi desa yang tertata dengan baik; (2) 

pereneanaan desa yang berkualitas; (3) kewenangan dan tufoksi yang jelas;(4) 

APBDes yang memadai, bersumber dari ADD dan PADes; (5) kekhasan lokal dari 

potensi unggulan desa; (6) mengenali dan mengembangkan potensi sumberdaya 

ekonomi lokal sebagai sumber PADes; (7) tata pemerintahan yang baik; (8) 

masyarakat yang aktif dan partisipatif (hal.7). 

Berdasarkan basil penelitian oleh Perkumpulan INISIATIF Bandung 

tahun 2001-2005 terhadap Pengalaman eksperimen desentralisasi eli Kabupaten 

Bandung, e1isebutkan bahwa beberapa hal yang menjadi latar belakang wacana 

otonomin desa, yaitu: Pertama, banyak keluhan dari desa bahwa usulan 

pembangunan yang e1isampaikan kepada pemerintah kabupaten sering tidak 

diterima dan menimbulkan kekecewaan masyarakat sehingga muneul persepsi 

bahwa pemerintah kurang memperhatikan kepentingan dan nasib mereka. Kedua, 

bahwa terlalu banyak usulan kegiatan disampaikan masyarakat sehingga melebihi 

kapasitas kemampuan pemerintah kabupaten untuk memenuhinya. Banyak usulan 

kegiatan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten, tidak layak 

diusulkan karena tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan dan juga eIiluar 

kewenangan pemerintah daerah. 

Solusi dari permasalahan tersebut menyerahkan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan kepada desa, dengan asumsi bahwa masyarakat desa 

lebih mengetahui apa yang menjadi kepentingannya sendiri dan berbeda untuk 

setiap desa. Akhimya pengembangan konsep desentralisasi dari kabupaten ke 
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desa dilakukan melalui desentraslisasi kewenangan yang diiringi desentralisasi 

keuangan dengan pertimbangan bahwa keuangan mengikuti beban kewenangan 

yang akan dikeJjakan. Pelimpahan kewenangan menjadi upaya penguatan 

otonomi desa dan diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat yang 

lebih besar. 

C. Keuangan Desa 

Ada tiga komponen penting yang hams dipunyai desa dalam 

mengimplementasikan otonomi desa, yaitu : (1) kewenangan; (2) perencanaan; 

dan (3) keuangan. Aspek-aspek ini meropakan perangkat ( tools ) yang saling 

menunjang sehingga kalau salah satunya luput maka yang lainyapun sulit 

digunakan. Misalnya desa sering dituntut untuk membuat perencanaan yang 

partisipatif, namun jika kewenangan dan keuangan tidak dimiliki maka sebagai 

tools perencanaan itu telah tumpul sejak dibuat. 

Kabalrnai (2008:4) berpendapat bahwa uang menjadi instrumen yang 

paling kongkrit untuk mewujudkan otonomi desa dan kesejahteraan. Otonomi 

taLpa uang adalah sesuatu yang mustahil dicapai karena uang merupakan logistik 

untuk membangun desa. Menurut Wajong dalam Kaho (2005: 138) menyatakan 

bahwa: 

"Setidaknya ada tiga pengertian uang, yakni: (1) alat untuk mengukur 
harga barang; (2) alat untuk menukar barang danjasa; (3) alat penabung". 

Sebagai alat pengukur, penukar dan penabung, uang menduduki posisi yang 

sangat penting dalam penyelenggaraaan urusan rumah tangga pemerintahan 

daerah., sehingga posisi keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta 

kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

daerah. 
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Kaho (2005:138) berpendapat bahwa salah satu kriteria penting untuk 

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus 

rumah tangganya adalah kemampuan Self suporting dalam bidang keuangan. 

Keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah 

dalam melaksanakan otonominya. Filosofinya bahwa suatu daerah untuk dapat 

menyelenggarakan urusan rumah tangganya membutuhkan dana atau uang. 

Pada konteks desentralisasi keuangan, konsep keuangan yang 

dimaksudkan adalah keuangan negara. Abdurrozaki (2004:67) berpendapai bahwa 

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapai dinilai 

dengan uang, baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara 

untuk melaksanakan hak dan kewajibannnya. Ikhsan (2007:1.24) menyatakan 

bahwa: 

"Keuangan negara disebut sebagai keuangan pemerintah (government 
finance) merupakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan 
yakni dalam mencari sumber-sumber dana atau penerimaan (source of 
fund) dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut digunakan (uses of 
fund) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah." 

Sebagai unit pemerintahan terendah, maka konsep keuangan negara juga 

berlaku atau dapat direfleksikan pada konsep keuangan desa. Sehingga keuangan 

desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan desa, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berkaitan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. 

Keuangan desa terealisasi dari desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten kepada 

pemerintah desa. Transfer ini dilakukan dalam konteks menjaga konsistensi 
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terhadap sernangat desentralisasi atau pelimpahan sebagian kewenangan 

pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Jika konsistensi ini ditaati, maka 

relasi keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa idealnya 

memakai dana perimbangan. Abdurrozaki (2004:67) berpendapat bahwa 

fonnulasi dana perirnbangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, 

secara konsepsional idealnya dalam bentuk general puspose grant (dana alokasi 

umum), bukan dalam bentuk bantuan keuangan yang sangat sarat dengan makna 

politis. Transfer keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, harus 

bennakna dorongan untuk membangun desa, memunculkan kemandirian, 

memfasilitasi persoalan eksternalitas desa, serta sebagai bentuk akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten yang berasal dari potensi-potensi 

desa. 

Hudayana (2003:48) berpendapat bahwa desa mempunyai sumber-sumber 

keuangan desa, seperti : (a) pendapatan asli desa (hasil usaha desa, basil kekayaan 

desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain); (b) 

bantuan dari pemerintah kabupaten (bagian dari perolehan pajak dan retribusi 

daerah serta bagian lain dari dana perirnbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima kabupaten); (c) bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; (d) 

sumbangan pihak ketiga; dan (e) pinjaman desa. Lebih lanjut Kabalmay (2008) 

menyatakan bahwa : 

Paling sedikit ada lima skema yang digunakan pemerintah untuk 

mengelontorkan uang ke desa, yaitu sebagai berikut : (I) Bantuan (stimulan): 

untuk mernancing swadaya masyarakat; (2) Insentif: untuk merangsang desa 

berbuat sesuatu atau sebagai hadiah karena desa berprestasi; (3) A10kasi Dana 
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Desa (ADD): dana bagian dari dana desentralisasi sebagai hak desa untuk 

membiayai kewenangan desa; (4) Akselerasi : sebagai dana khusus untuk 

mempercepat penyiapan dan realisasi perencanaan desa ataupun dana untuk 

membiayai proyek percepatan desa-desa tertinggal; (5) Investasi : pembiayaan 

oleh pemerintah atau swasta dalam membangun kawasan pedesaan guna memacu 

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekeljaan yang dekat dengan 

desa, (hal 4-5). 

Ada dua aspek fokus perhatian pemerintah dalam melaksanakan proses 

transfer keuangan ke desa, yaitu : (l) jumlah dana yang ditransfer hams sesuai 

dengan beban tanggungjawah yang dijalankan desa, dan (2) pemerintah desa 

diberi otoritas penuh dalam pengelolaan keuangan desa dengan meminimalisir 

intervensi pemerintah kabupaten. Pemerintah desa menjalankan tanggung jawab 

pelayanan., dan pembangunan. Jika ketersediaan dana lebib kecil dari beban tugas, 

maka tugas pemerintah desa tidak dapat optimal. Banyak kegiatan yang 

menyentuh kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. 

D. Pengelolaan Keuangan Desa 

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan keuangan desa agar 

efektif dan efisien adalah dengan melakukan pengelolaan. Pengelolaan diartikan 

sebagai suatu rangkaian pekeljaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk melakukan serangkaian kelja dalam mencapai tujuan tertentu, 

(Zulfikar Putra, 28 Januarl 20II). Suryana, (2006: 166) menyatakan bahwa : 

"Penge1olaan merupakan serangkaian usaha yang bertlYuan untuk 
menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif 
dan efisien guna mencapai tujuan tertentu." 
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Berdasarkan pengertian diatas disirnpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu 

kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam yang 

dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang te1ah ditentukan. 

Pengelolaan keuangan desa dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan 

yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan 

terhadap pemafaatan keuangan desa secara epektif dan efisien. Kegiatan 

pengelolaan keuangan desa mencakup pengelolaan terhadap sumber keuangan 

internal (pADes) dan eksternal desa (ADD). Jadi otonomi desa dalam pengelolaan 

keuangan desa mengandung arti yang luas, yaitu tidak saja bermakna seberapa 

besar otoritas desa dalam memanfaatkan dana yang dialokasikan ke desa, tetapi 

lebih jauh dari itu bagairnana ke1e1uasaan desa dalam menggali potensi desa 

untuk menjadi sumber penerimaan guna meningkatkan pendapatan asli desa. 

Untuk melaksanakan penge10laan keuangan desa, kapasitas pemerintah 

desa, Badan Permusyawaratan Oesa (BPD), dan masyarakat desa harus diperkuat 

(berkonsolidasi) untuk merencanakan, memformulasikan dan mengontrol 

anggaran pendapatan dan belanjanya Anggaran adalah rencana sumber-sumber 

pendapatan dan alokasinya untuk membiayai, demi tercapainya rencana yang 

telah ditetapkan dalam periode tertentu. Rencana sumber dana adalah berkaitan 

dengan proses menggali potensi dana yang diperoleh dalam desa maupun dari 

luardesa. 

E. Pemahaman Aparamr Pemerintahan 

Sejauh ini belum ada definisi formal tentang otonomi desa dalam regulasi 

pemerintahan Indonesia. Konsep otonomi desa ditemukan dalam kajian akademik, 
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seminar, dan suam advokasi untuk pembaharuan desa Kondisi ini akan 

menirnbulkan penafsiran yang berbeda terhadap konsep otonomi desa, sehingga 

berpotensi menirnbulkan pemahaman yang salah dan akan menjauhkan otonomi 

dari desa. 

Suharsimi (2009:117) berpendapat bahwa pemahaman (comprehension) 

adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Pemahaman dapat 

didefinisiklan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan. 

menafsirkan, meneljemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri 

tentang pengetahuan yang pemah diterirnanya, (Muhammad lainal Abidin, 2 

September 2011). Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan dan menuliskan 

kembali sesuatu pengetahuan yang diketahuinya. 

Aparatur pemerintah kabupaten hams memiliki pemahaman yang benar 

terhadap konsep otonomi desa, karena sesungguhnya otonomi desa berasa.l dari 

otonomi daerah sehingga peran pemerintah kabupaten sangat menentukan 

eksistensi otonomi desa. Realisasi dari pemahaman yang baik diwujudkan dalam 

bentuk lahirnya regulasi yang mengatur tentang otonomi desa. Pemahaman serupa 

juga hams dirniliki pemerintah desa, karena dorongan otonomi desa hams beljalan 

dua arab. Pemerintah desa hams memainkan peran sebagai aspirator dan bahkan 

terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan tentang otonomi desa sehingga 

tidak bias. Kismartini (2009:1.39) berpendapat bahwa pembuatan kebijakan 

publik pada tahap representation membuka kesempatan kepada kumpulan orang
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orang untuk menyampaikan pemikiran guna mempengaruhi pembuat kebijakan. 

Dunn (2003:1) berpendapat bahwa untuk merumuskan program publik perlu 

pengetahuan/infonnasi lengkap yang diperoleh dari pengambil kebijakan dan 

publik (masyarakat). 

Pemahaman seeara teoritis harus sejalan dengan implementasi sebagai 

ranah praktek baik berupa regulasi maupun pelaksanaannya. Komitmen dan 

konsistensi sangat diperlukan agar otonomi desa tidak sebatas wancana pejabat 

pemerintah kabupaten yang bersifat retorika. Untuk melihat sejauh mana tingkat 

pemahaman terhadap otonomi desa, maka dapat dilihat dua indikator yaitu (1) 

pengetahuan terhadap konsep/teori, dan (2) implementasi. 

Eko (2010) menyatakan bahwa ada empat bentuk pemahaman atau eara 

pandang tentang otonomi desa, yaitu : (I) Legal formal, pemaharnan otonomi desa 

dari earn pandang ini merujuk pada diktum-dikturn yang tertuang seeara baku 

da1am undang-undang; (2) Pengakuan, otonomi desa dipahami sebagai bentuk 

pengakuan negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat

istiadatnya; (3) Kesatuan Masyarakat Hukurn (self-governing community), 

otonomi desa dipahami komunitas lokal yang mengelola hidupnya sendiri dengan 

menggunakan pranata loka1; (4) Romantis-Lokalistik, otonomi desa dipahami 

sebagai masalah internal desa. Swadaya masyarakat dan gotong royong 

merupakan social capital yang menjadi tolak nkur sedangkan bantuan pemerintah 

hanya pelengkap saja, (hal 60-61). 

Abdurrozaki (2005:166-167) berpendapat bahwa ada dua kesalahan 

pemahaman yang sering terjadi pada tingkat pemerintah kabupaten dalam 

memahami posisi desa pada konteks otonomi desa. Pertama, pemerintah 
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kabupaten selalu mempersepsikan desa sebagai bagian dari birokrasi 

pemerintahan kabupaten berdasarkan kedudukan desa sebagai subsistem 

pemerintah kabupaten sesuai hirarkis sistem pemerintahan daerab. Ciri khas 

birokrasi berupa petunjuk (intervensi) dari alas menjadi pedoman yang tidak boleh 

dilanggar. Kedua, pemerintah kabupaten tidak rnempercayai desa dengan alasan 

rendahnya kualilas SDM desa. Pejabat kabupaten selalu menganggap desa belurn 

siap dan belurn rnampu menyelenggarakan otonorni desa, bahkan secara 

berlebihan pemerintah kabupaten menaruh kekhawatiran terhadap resiko korupsi 

oleh perangkat desa jika mereka memperoleh pembagian uang dalam jumlah 

besar. 

F. DeseJltralisasi Keuangan ke Desa 

Sundarso (2007:7.21) berpendapat bahwa desentralisasi adalah transfer 

kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa peIayanan kepada publik dari 

seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain 

yang lebih dekat kepada publik yang diIayani. Nurman (2006:9) berpendapat 

bahwa desentralisasi adalah bentuk penyeraban kekuasaanlwewenang alas suatu 

urusan tertentu dari pemerintah yang Iebih tinggi kepada tingkatan yang lebih 

rendah. Menurut Handoyo (1998:16) bahwa desentmlisasi berarti daerab diberi 

otonorni yaitu hak (wewenang dan kewajiban) mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan yang diserabkan. 

Kebijakan desentralisasi sesungguhnya dilatarbeIakangi oIeh keinginan 

pernerintah untuk Iebih optimal dalam rnenyediakan peIayanan pubIik sesuai 

dengan kebutuhan masyarakata setempat. Mendekatkan Pernerintah lokal dengan 

rnasyarakatnya, sehingga mampu membuat keputusan berdasarkan 
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kepentingannya. Subowo (1998:51) berpendapat bahwa keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah lokal lebih menggwnbarkan keinginan maupun kebutuhan 

masyarakat yang bemda di wilayahnya. 

Pada em otonomi daerah teJjadi perubaban paradigma relasi keuangan 

antara pemerintah kabupaten dan desa. Sebelumnya transfer dana ke pemerintah 

desa dimaknai sebagai bantuan untuk membiayai pembangunan di desa, kemudian 

menjadi desentralisasi keuangan desa. Abdurrozaki (2005:117) berpendapat 

bahwa desentralisasi keuangan desa ada1ah penyerahan keuangan yang dimiliki 

kabupaten kepada desa disertai wewenang pengelolaannya. Sumarjono (2005:153) 

berpendapat bahwa tujuan desentralisasi keuangan untuk mengurangi kesenjangan 

fiskal yang teIjadi antar desa, baik da1wn konteks pemenuhan fasilitas pelayanan 

publik maupun penyediaan infrastruktur yang mendorong peningkatan pendapatan 

perkapita masyarakat. Eko (2010:64) berependapat bahwa tujuan yang paling 

mendasar dari desentralisasi keuangan ke desa ada1ah untuk menghadirkan 

otonomi keuangan di level pemerintah desa. 

Ada tiga bentuk transfer keuangan dari pemerintah kabupaten kepada 

desa, yaitu : (I) Bantuan keuangan pemerintah, (2) bagi hasil, dan (3) dana 

pefimbangan. Sumber keuangan yang berasa1 dari bantuan keuangan pemerintah 

berupa tugas pembantuan, dan dana dekosentrasi. Sedangkan untuk dana bagi 

hasil dan dana perimbangan oleh sebagian besar pemerintah daerah 

memformatnya dalam bentuk alokasi dana desa (ADD). 

Abdurrozaki (2005:119) menyatakan bahwa paradigma pemberian dana 

kepada desa dalam bentuk bantuan sudah tidak relevan lagi dalwn konteks 

membangun otonomi desa, karena pada konsep bantuan keuangan mengandung 
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ketidakjelasan dan ketidakpastian karena tidak menegaskan kewajiban pemerintah 

dan hak desa terhadap sumber keuangan desa. Konsep alokasi dana desa (ADD 

menjadi pilihan karena memberikan batas-batas yang jelas dan tegas tentang 

kewajiban pemerintah dan hak desa dalam memanfaatkannya Hal ini dapat 

mendorong terbentuknya keadilan dalam pendistribusian dana ke pemerintah 

desa Eko (2010:13) menyatakan bahwa: 

"Keuangan desa itu adalah hak desa, bukan lagi sebagai bentuk bantuan 
pemerintah yang tergantung kebaikan hati atau sUka-suka yang memberi 
bantuan, kalau sudah bersifat hak maka sumberdaya (APBD) yang langka 
sekalipun harus dibagi secara adil kepada desa." 

Selain itu pemberian keuangan dalam bentuk bantuan, bersifat tidak 

proforsional, tidak merata, temporer, penyeragaman, dan subjekif. Bahkan tidak 

jarang diirngi dengan petunjuk peruntukannya, sehingga desa tidak optimal dalam 

keleluasaan menggunakan. Berbeda dengan format Alokasi Dana Desa (ADD) 

yang mulai mencerminkan prinsip perimbangan keuangan. Formulasi ADD 

merupakan fenomena bam dalam relasi keuangan pemerintah desa dengan supra 

desa. Abdurrozaki (2004:83) berpendapat bahwa formulasi ADD merupakan 

metode dalam membagi dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten dan 

desa. Kabalmay (2008:4) berpendapat bahwa ADD adalah dana bagian dari dana 

desentralisasi sebagai hak desa untuk membiayai kewenangan desa Sahdan 

(2006:5) berpendapat bahwa ADD adaIah dana yang diberikan kepada desa 

berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten. 

Ada dua aspek yang mendasar dalam transfer keuangan pemerintah ke 

desa, yaitu PerlaTOO, bentuk transfer yang digunakan. Bentuk transfer berkaitan 

dengan penggunaan metode pemberian keuangan apakah berbentuk bantuan, atau 
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alokasi dana desa (ADD) yang mendekati rnetode perimbangan. Kedua, jurnlah 

atau besaran dana yang diberikan. Jumlah atau besaran dana akan berkaitan 

dengan besamya tanggungjawab urusan yang diserahkan. Jumlah dana hams 

berimbang dengan beban tanggung jawab, agar desa dapat melaksanakan tugasnya 

secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Abdurrozaki (2005:125) berpendapat bahwa manfaat pelaksanaan metode 

ADD sebagai berikut : (I) Pengurangan disparitas kapasitas keuangan antar desa; 

(2) Pemerataan pelayanan publik; (2) Memperluas ruang partisipasi; (3) 

Menjamin transparansi dan akuntabilitas; (4) Sebagai prakarsa untuk kemandirian 

desa menuju otonomi desa. Habirono (2008:8) menyatakan bahwa : 

"Kehijakan tentang A10kasi Dana Desa (ADD) sangat berbeda dari 
kebijakan bantuan dan dari pemerintah karena sewn jumlah dananya 
relatif lebih besar dan kecenderungannya akan terns meningkat, lebib 
penting dari itu adaJab babwa Alokasi Dana Desa (ADD) boJeh dikeJoJa 
oleh pemerintah desa secara jauh lebih longgar dibandingkan dengan dana 
bantuan pemerintah." 

G. AnggaraD PeDdapataD daD BeIaDja Desa (APBDes) 

Dntuk merealisasikan program kegiatan maka organisasi pemerintah 

membutuhkan anggaran untuk pembiyaannya. Jonnes dan PendJebury dalam 

Ikhsan (2007:9.5) menyatakan bahwa: 

"Anggaran adalah alokasi sumberdaya (resources) yang dibuat socara 
terencana mengenai berbagai hal atau aktivitas yang akan diJairukan pada 
masa mendatang, yung ditujukan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu, 
dengun mengaitkan antara penerimaan yang diperkirakan dengan 
pengeluaran yang direncanakan, serta menjadi dasar atau basis untuk 
mengukur dan mengontrol pengeluaran dan pendapatan." 

Abdurrozaki (2005:94) berpendapat bahwa anggaran merupakan rencana surnber

surnber pendapatan don alokasinya untuk membiayai, demi tereapainya rencana 
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strategis dalam periode tertentu. Defmsi yang lebih ringkas disampaikan oleh 

Suparmoko dalam Ikhsan (2007:9.4) menyatakan sebagai berikut : 

"Anggaran (budget) adalah suatu daftar atau pemyataan yang terperinci 
mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka 
wktu tertentu, biasanya satu tahun.~ 

Jika mengacu pada beberapa pendapat tersebut, maka anggaran pendapatan dan 

belanja desa (APBDes) defmisikan sebagai rencana tahunan pemerintah desa 

berisi perencanaan serta pembiayaannya dibahas dan disetujui bersama pemegang 

otoritas desa (pemerintah desa dan BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

Salah satu kewenangan pengelolaan keuangan desa adalah sejauh mana 

desa memiliki otoritas menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes). Pada konteks APBDes, ada dua aspek yang sangat menentukan 

keberhasilan penguatan kapasitas desa dalam mewujudkan otonomi desa. 

Pertama, meminimalisir setiap upaya inteIVensi pemerintah kabupaten dalam 

penyusunan APBDes. InteIVensi dapat dipahami jika hanya menyangkut bentuk 

format APBDes sebagai syarat administrasi ketika diajukan ke kabupaten, tetapi 

jika sudah menyangkut substansi maka segala bentuk intervensi hams dinihilkan. 

Kedun, proses penyusunan APBDes hams aspiratif, partisipatif dan responsif. 

Pemerintah desa dan BPD sebagai pemegang otoritas hams melibatkan semua 

stakheholder di desa, sehingga perencanaan dalam APBDes mencerminkan 

aspirasi keseluruhan masyarakat desa. 

Sumarjono (2005: 180-181) berpendapat bahwa untuk menciptakan tata 

pengelolaan keuangan desa yang mencerminkan kemandirian desa dalam proses 

penyusunan APBDes, maka yang harns dilakukan : (1) APBDes hams aspiratif, 

partjsipatif, dan responsif; (2) APBDes hendaknya berpedoman pada rencana 
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strategis desa; (3) transparansi (keterbukaan), artinya masyarakat hams mudah 

mengakses informasi tentang APBDes. Partisipasi juga pada tabap kegiatan 

pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan sehari-hari agar tidak teJjadi 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahidanor (2005) 

terhadap Peran masyarakat dan Birokrasi desa dalam Pengelolaan Keuangan 

Desa di Desa Soogai Bak811 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi 

Kalimantan Selatan taboo 2005, disebutkan bahwa intervensi pemerintab 

kabupaten dalam pengelolaan APBDes terlalu besar, khususnya terhadap bantuan 

dari pemerintab kabupaten. Sehingga ketergantungan desa semakin tinggi kepada 

pemerintab kabupaten. Desa juga belum rnampu memanfaatkan kewenangan yang 

ada secara maksimal terutama menyangkut: (I) pengelolaan pendapatan asli desa 

(pADes), (2) Sumberdaya aparatur pemerintab desa masih lemab dan belum 

rnampu mengelola keuangan secara profesional, (3) rendahnya partisipasi 

masyarakat dIDam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh rendahnya 

pemahaman masyarakat tentang WIljud partisipasi dalanl konteks otonomi desa, 

(hal. 105). 

H. Pendapatan Asli Den (PADes) 

1khsan (2007:2.4) berpendapat bahwa pendapatan negara adalah seluruh 

penerimaan yang diperoleh dari basil penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang 

dimiliki atau dihasilkan pemerintab, pencetakan uang, pinjanlan pemerintah. 

poogutan pajak atau poogutan lainnya yang sesuai dengan oodang-undang. Pada 

konteks desa, penerimaan atau pendapatan desa adalah keseluruhan penerimaan 

yang dimiliki oleh pemerintab desa baik yang berasal dari sumber penerimaan 
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internal maupun eksternal desa Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan 

bahwa Pendapatan AsH Desa (PADes) adalah keseluruhan penerimaan yang 

dimiliki oleh pemerintah desa yang bersumber dari internal <!esa. Sumber 

penerirnaan internal desa terdiri dari usaha desa memanfaatkan potensi desa baik 

potensi sumberdaya aJarn maupun sumberdaya ekonomi lainnya. 

Pemerintah desa harns memiHki kemarnpuan optimal daJarn menghasilkan 

PADes. PADes yang besar akan mengurangi ketergantungan desa kepada aloksi 

atau bantuan dana dari pernerintah kabupaten yang sering tidak tepat waktu dan 

tidak pasti, dan agar desa mempunyai kemampuan yang lebih besar daJam 

membiayai kegiatan pembangunan diluar dari dana ADD. PADes yang dihasilkan 

sebaiknya hams berasal dari pemanfaatan potensi sumberdaya desa. Oleh karena 

itu pada dasarnya otonomi desa daJarn pengelolaan keuangan desa dimaksudkan 

untuk memperkuat kapasitas <!esa dalam menggali sumber-sumber penerimaan 

keuangan desa yang berasal dari pemanfaatan potensi sumberdaya desa. 

Sumarjono (2005:151) berpendapat bahwa salah satu upaya untuk 

memperkuat kapasitas desa adalah dengan memberikan keleluasaan yang luas 

kepada desa untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Desa harns 

didorong agar memiliki kemampuan atau kreatifitas dalarn memanfaatkan potensi 

sumberdaya desa menjadi sumber penerimaan PADes. Abdurrozaki (2005:118) 

berpendapat bahwa sumber-sumber keuangan desa yang mendatangkan PADes 

berasal dari mengelola tanah kas desa, sumberdaya alarn desa, pungutan desa/ 

polorogo. Hudayana dalarn Sahidanor (2005:25) menyatakan bahwa : 

"Pendapatan asH desa (PADes) diperoleh dari basil usaha desa, basil 
kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong." 

41444.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



42 

Kemampuan desa dalarn memanfaatkan potensi sumberdaya desa untuk 

PADes sangat ditentukan seberapa besar kewenangan (otoritas) yang diberikan 

oleb pemerintab kabupaten kepada pemerintab desa. Semakin besar otoritas yang 

dimiliki desa, maka akan semakin jelas wujud otonomi desa dalarn pengelolaan 

keuangan desa. Ada kecenderungan pemerintab kabupaten menguasai potensi 

sumberdaya desa baik sumberdaya alarn maupun sumberdaya ekonomi lainnya 

guna mengejar target pendapatan asli daerab (PAD) sebingga membatasi 

kewenangan desa Fenomena ini pernab disinggung oleb Bryant dan White 

(1987:346) yang berpendapat babwa pemerintab lokal (desa) mengalami 

kekuarangan biaya yang serius, antara lain karena kewenangan mereka terbatas 

dalarn pemungutan pajak. Pemerintab kabupaten hams membagi secara adil 

pemanfaatan potensi sumberdaya alarn desa kepada pemerintab desa. 

I. HadaD Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pemerintab melalui konstitusi memberi kesempatan kepada desa untuk 

memperkuat kapasitas dalam mengelola keuangan desa dengan membentuk Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). BW.IDes adalab suatu unit usaba di desa yang 

dimiliki masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kesejabteraan sosial 

ekonomi melalui usaha berorientasi mencari keuntungan (profit). Menurut Oewi 

(20 I0:7) babwa BUMDes adalab lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintab desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. 

Ada beberapa a1asan pentingnya keberadaan BUMDes di desa. Eko 

(2010:13) menyatakan babwa alasan tersebut adalab: 

"(1) BUMDes merupakan ciri khas kemajuan desa yang membuat desa 
menjadi mandiri dan kuat dalam menggerakkan pernbangunan serta 
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melayani dan melindungi rnasyarakat, (2) BUMDes merupakan salah satu 
komponen kebijakan nasional yang mengarah pada pengembangan 
otonomi desa." 

Lebih lanjut disebutkan Eko bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah : 

"(1) melakukan distribusi dan proteksi sosial; (2) mengurangi 
ketergantungan rnasyarakat kepada pemiliki modaVtengkuJak; (3) 
menciptakan perputaran uang diranah desa sekaligus mendukung usaha 
kecil masyarakat; (4) memberikan kontribusi terhadap PADes; (5) secara 
politik BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi pemerintab desa untuk 
membangun akootabilitas dan penguatan partisipasi masyarakat". 

Berdasarkan basil penelitian yang dilakukan oleh Forum Pengembangan 

Pembaharuan Desa (FPPD) terhadap keberadaan BUMDes di tiga kabupaten, 

yaitu : Kabupaten Lombok Barat, Dompu dan Bima Provinsi Nusa Tenggara 

Barat tabun 2010, disebutkan bahwa BUMDes di tiga kabupaten tersebut 

digerakkan oleh pemerintab daerah dari atas (government given) dari pada 

digerakan secara mandiri oleh desa. Pemerintab daerah mengeluarkan kebijakan, 

peraturan. mendorong, memfasilitasi, mendanai, atau memberikan modal dan 

bahkan untuk memaksa desa membentuk BUMDes. Prakarsa dari pemerintab 

kabupaten untuk menggerakkan desa dalam pengembangan BUMDes diperlukan 

karena inisiatif dan kapasitas desa dalam menggagas berdirinya BUMDes masih 

terbatas. 

J. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan Otonomi dalam Pengelolaan 

Keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga taboo 2011. 

Konteks otonomi desa menjadi penting dewasa ini karena adanya tuntutan 

kemandirian dan pengakuan keberagaman pada level pemerintab desa dalam 

upaya mencapai kesejahteraan rakyat. 
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UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan 

otonomi daerah kabupatenlkota meI\iadi inspirasi atau acuan lahirnya pemikiran 

tentang otonomi desa. Pemerintah kabupaten sangat menentukan eksistensi 

otonomi desa. Pennasalahannya menurut Abdurrozaki (2005:166) bahwa 

pemerintah kabupaten cenderung mempunyai pemahaman yang salah terhadap 

otonomi desa. Kabupaten selalu menganggap desa tidak siap dan tidak mampu 

menye1enggarakan otonomi desa. Pada konteks ini maka faktor pemahaman 

pemerintah kabupaten menjadi titik awal lahirnya otonomi desa. Keluarnya 

regulasi-regulasi yang memberikan kewenangan kepada desa untuk lebih leluasa 

mengelola keuangan desa merupakan indikator terhadap pemahaman yang baik 

dati aparatur pemerintah kabupaten terbadap otonomi desa secara utuh. 

Otonorni dalam pengelolaan keuangan desa juga dapat dilihat dati 

bagaimana bentuk a1iran dana dati pemerintah kabupaten ke desa. Alokasi Dana 

Desa (ADD) merupakan format aliran dana ke desa yang banyak diterapkan oleh 

pemerintah kabupalen di seluruh NKRI. Meskipun menurut SuharjOIlO, ddk 

(2005:160) bahwa ADD belum tepat dan jauh dati ideaiisrne dana perimbangan, 

tetapi setidaknya sudah menjadi embrio desentralisasi keuangan. Selain ito, sejauh 

mana kewenangan desa dalam memanfaatkan ADD juga menjadi indikator 

otonorni desa. Desa harns leluasa dalam menyusun APBDes sebagai panduan 

dalam membelanjakan ADD sesuai dengan preferensi masyarakat dan barns bebas 

dati intervensi pemerintah kabupaten. 

Pendapatan Asli Desa (pADes) juga merupakan indikator otonorni dalam 

pengelolaan keuangan desa. PADes yang besar akan mendorong kemandirian 

keuangan desa sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan 
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desa dari kabupaten. Ketergantungan yang tinggi tersebut akan menumpulkan 

kreativitas dan inovasi desa bahkan dapat menghambat tugas pelayanan publik. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga usaha desa merupakan 

salah satu sumber penghasilan desa potensial. Menurut Eko (2010:13) bahwa 

BUMDes merupakan salah satu instrumen pengemabangan otonomi desa. 

Dengan berfIkir rasionalitas, maka dapat dibuat alur proses pelaksanaan 

otonomi daIam pengelolaan keuangan desa dalam bentuk sederhana seperti 

berikut ini : 

OTONOMIDESA 

1
 
OTONOMI DALAM
 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 

~
~ 

1
 
PEMAHAMAN: 
1. Konsep 
2. Implementas; 

DESENTRALISASI 
KEUANGAN: 
Dalam benluk ADO 

APBDes: 
Kewenangan 
menyusun 
APBDes 

PADes: BUMDes: 

Kewenangan Kemampuan 

menggali Potensi dalam 

Sumberdaya mendirikan 

desa usaha de.. 

I I I I I
 
!
 

SASARAN: 

Cl PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA. 
[;) MENGURANGI KffiRGANTUNGAN DESA PADA 

ADD. 

Cl MEMPERKUAT KAPASITAS KEUANGAN DESA. 

Gambar 2.1 Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

41444.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



46 

Bagan diatas memperlihatkan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

otonomi dalam pengelolaan keuangan <!esa, rnaka dapat diawali dengan 

mengetahui bagaimana pemahaman aparatur pemerintah kabupaten terhadap 

konsep otonomi desa, seberapa besar otoritas desa dalam menggunakan dana 

ADD, seberapa besar pula kewenangan desa dalam rnenggali potensi sumberdaya 

alam desa untuk menjadi sumber penerimaan desa guna meningkatkan PADes, 

dan seberapa besar kernampuan desa dalam merintis pendirian BUMDes. 

Otonomi dalwn pengelolaan keuangan <!esa diharapkan rnampu meningkatkan 

kemandirian desa sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih 

optimal. 
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BABllI
 

METODE PENELITIAN
 

A. Desain Peoelitiao 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Creswell 

(1994:41) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses 

investigasi. Untuk mengungkap epektivitas implementasi otonomi dalam 

pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat dilalrukan investigasi, 

yaitu secara bertahap peneliti berusaha memahami gejala-gejala sosial yang 

berkembang dan berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti memasuki dunia 

responden dan melakukan interkasi dengan respondeD, dan berupaya mencari 

sudut pandang responden terhadap objek penelitian ini. 

Untuk menggali informasi dari responden digunakan pendekatan atau 

metode deskriptif. Menurut Moleong (2002:4) bahwa penelitian deskriptif adalah 

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik yang berasal 

dari ucapan (Iisao), tulisan, maupun dari sikap dan prilaku orang yang diamati. 

Nawawi (2001:630) berpendapat bahwa metode deskriptif merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atan melukiskan 

keadaan subjek atan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak apa adanya. 

Pada penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan agar dapat 

mengamati, meneliti dan mengumpulkan data atau informasi yang relevan sebagai 

sumber pembahasan serta melakukan wawancara kepada responden Melalui 

pengamatan dan wawancara dapat diketahui setiap ucapan ltindakan perbuatan 

aparatur/masyarakat yang berinteraksi dalam kegiatan yang menyangkut 
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pengelolaan keuangan desa. Salim (2001:24) berpendapat bahwa setiap 

ucapan/tindakan yang timbul merupakan penafsiran praktis berdasarkan situasi 

sosial yang hendak dianalisis dalam penelitian. Selanjutnya peneliti berupaya 

mendeksripsikan dan menjelaskan tentang bagaimanakah sebenamya penerapan 

pela\csanaan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat jika dilihat dari perspektif 

pengelolaan keuangan desa. 

Fokus penelitian ini adalah pada observasi dan SlJasana alamiah 

(Naturalistic setting) dimana peneliti terjun kelapangan, mengamati gejala, dan 

mencata1nya serta tidak menguji hipotesis. Sesuai pendapat Jalaluddin Rabmad 

dalam Mukhlis (2001 :22) bahwa penelitian deskriptif tidak mencari atau menguji 

hipotesis atau membuat predeksi. Proses atau rancangan penelitan menggunakan 

rancangan studi kasus yang lebih menekankan pada pengungkapan fakta secara 

rinci dan mendalam terhadap fenomena penerapan otonomi desa khususnya 

terhadap otoritas desa dalam pengeloaan keuangan desa. Menurut Yin (2000:12) 

bahwa studi kasus merupakan penelitian dengan melakukan penelaahan kepada 

satu kasus secara intensif, mendalarn, menyelcruh terhadap individu, kelompok 

dan lembaga atau organisasi tertentu tentang latar belakang keadaan sebrang dan 

interaksi yang terjadi didalamnya dalam kuron wakto tertentu. Peneliti 

memulainya dari ketertarikan pada efektivitas pelaksanaan otonomi dalam 

pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. 

B. Definisi Operasional 

Setelah mengkaji beberapa definisi dan pengertian tentang otonomi desa, 

dan keuangan desa, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalab sebagai 

berikut: 
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1.	 Otonomi Desa adalah kemandirian yang dimiliki oleh desa untuk mengelola 

pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumberdaya lokal sendiri 

sesuai dengan preferensi masyarakat setempat. 

2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang tennasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan desa, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik desa berkaitan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. 

3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu proses kegiatan berupa perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan keuangan desa serta 

potensi sumber keuangan desa secara efektif dan efisien untuk melaksanakan 

urusan kepentingan masyarakat setempat. 

4. Pemahaman aparatur pemcrintahan adalah kemampuan aparatur pemerintahan 

baik kabupaten, maupun desa dalam mengartikan, menuliskan, dan 

mengimplementasikan kembali konsep otonomi desa yang diketahuinya. 

5. A10kasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk desa yang bersumber dati dana alokasi umum dan bagian dana 

perimbangan keuangan pusat dan dacrah yang diterima oleh pemerintah 

daerah. 

6. Anggaran Pendapatan	 dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan 

pemerintah desa yang berisi perencanaan serta pembiayaannya yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemegang otoritas desa ( pemerintah desa dan 

BPD) ditetapkan dengan peraturan desa. 
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7.	 Pendapatan Asli Desa (pADes) adaIah keseluruhan penerimaan yang dimiliki 

oleh pemerintah desa yang berswnber dari internal desa dengan memanfaatkan 

potensi swnberdaya desa. 

8. Desentralisasi	 keuangan adaIah pembagian keuangan kepada daerah yang 

disertai wewenang untuk pengelolaannya dan memberikan kekuasaan kepada 

daerah untuk menggali swnber keuangan sendiri. 

9. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adaIah lembaga usaha desa yang dikelola 

oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian 

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama ± 3 bulan (bulan April sid JUDi 2011). 

Lokus penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Singkep Barat. Alasan 

Pemilihan Kecamatan Singkep Barat sebagai lokus penelitian karena di 

Kecamatan Singkep Barat terdapat desa-desa yang memiliki kualifikasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain 

yang ada di Kabupaten Lingga Terdapat Desa terbaik 1 (satu) tingkat Kabupaten 

Lingga tahun 2010, merniliki sumberdaya alam dan letak geografis yang sangat 

potensial dalam peningkatan PADes, dan adanya desa-desa pemekaran. 

Desa yang dipilih sebagai sampel sebanyak 3 (tiga) desa dari 8 desa dan I 

kelurahan. Untuk mernilih desa sampel menggnnakan pertimbangan aspek 

kekayaan sumberdaya desa yang berpotensi mendatangkan PADes, pengalaman 

(masa penyelenggaraan) pemerintah desa, dan tertib administrasi pemerintah desa 

Ketiga aspek tersebut merupakan faktor esensial bagi pelaksanaan otonomi dalam 

41444.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



51 

penge10laan keuangan desa. Adapoo ketiga desa sampel adalah Desa Jagoh, Desa 

Soogai Buluh dan Desa Soogai Raya, yang diasumsikan memiliki karakteristik 

data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Pertimbangan 

selengkapnya seperti diuraikan berikut ini : 

a. Desa Jagoh 

Desa Jagoh memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam dan ekonomi 

relatif paling banyak dibandingkan dengan seluroh desa di Kecamatan Singkep 

Barat. Berdasarkan profil desa Jagoh bulan Maret taboo 2011, terlihat bahwa 

potensi sumberdaya tersebut meliputi : perkebunan, perikanan, per<iagangan, 

transportasi, jasa, pelabuhan roro, dan pelabuhan penumpang sebagai gerbang 

masuk dan keluar Kabupaten Lingga. Potensi sumberdaya yang besar secara 

internal desa menjadi faktor pendorong atau nilai tambah ootuk menggerakan 

otonomi desa terutama otoritas dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Jagoh 

juga merupakan desa yang relatif muda hasil pemekaran dari Desa Soogai Buluh 

taboo 2008. 

b. Desa SUDgai Raya 

Desa Soogai Raya merupakan desa yang paling sedikit memiliki potensi 

kekayaan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan 

desa. Berdasarkan data profil desa Soogai Raya bulan Maret 2011, terlihat bhawa 

sumberdaya alam merupakan satu-satunya potensi yang dimiliki desa ini yaitu ; 

perkebunan karet. Potensi sumberdaya desa yang minim menjadi faktor 

penghambat pemerintahan desa dalam melaksanakan otonomi desa terutama 

dalam keuangan desa. Soogai Raya juga merupakan desa bam hasil pernekaran 

dari desa Kuala Raya taboo 2008. 
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c. Desa Sungai Bulub 

Desa Soogai Buluh merupakan desa terbaik pertama tingkat Kabupaten 

Lingga dan terbaik kedua tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada perlombaan desa 

taboo 2010. Desa ini memiliki administrasi pemerintahan desa, kelembagaan 

masyarakat, sarana dan prasarana relatif lebm baik, serta pengalaman 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang relatif sudah lama Faktor pengalaman 

ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan o1onoOO desa 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan bahasan tentang o1onomi desa dalam 

pengelolaan keuangan desa, maka ruang lingkup permasalahan penelitian ini 

dibatasi pada hal berikut ini : 

(l). Pemahaman aparatur pemerintab Kabupaten Lingga dan desa terhadap 

konsep otonoOO desa khususnya o1onomi dalam pengelolaan keuangan desa 

dan dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas peraturan daerah tentang 

keuangan desa; 

(2).	 Desentralisasi keuangan, yaitu ootuk mengetabui format transfer dana dan 

kapasitasnya dalam mcmbiayai urusan pemerintahan desa ; 

(3)	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terutama terhadap proses 

penyusunannya ootuk me1ihat seberapa besar kewenangan desa dalam 

pengalokasiannya sebagai cerminan partisipasi dan aspirasi kebutuhan 

masyarakat; 

(4)	 PADes terutama terhadap kapasitas kewenangan yang dimiliki desa dalam 

menggali sumber-sumber penerimaan desa sesuai potensi yang ada di desa 
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(5)	 BUMDes, yaitu pada tindakan atau upaya yang telah dilakukan pernerintah 

kabupaten lingga dalarn rnemprakarsai lahirnya BUMDes. 

D. Informan Penelitian 

Penelitian ini tidak rnenggunakan istilah sample dan populasi. lrawan 

(2007:4.35) berpendapat bahwa penelitian kuaIitatiftidak menggunakan populasi 

dan sampeI. Untuk mernperoleh inforrnasi atau data rnenggunakan sistern 

informan penelitian. Bungin (2010:76-77) berpendapat bahwa informan penelitian 

adalah subjek yang rnernaharni inforrnasi objek penelitian baik sebagai pelaku 

maupun sebagai orang lain. Subyek dalarn penelitian ini rnerupakan key informan 

yang terdiri dari aparatur pernerintah kabupaten Lingga yang rnernbidangi 

pernerintahan desa, aparatur kecamatan Singkep Barat, aparatur pemerintahan 

desa, kelernbagaan rnasyarakat, dan tokoh masyarakat desa. 

Bungin (2010:77) rnenyatakan bahwa:
 

"Untuk rnendapatkan informan penelitian rnengguoakao dna cara, yaitu :
 
(I) snowbolJing sampling diglloakan oleh peneliti tidak tabu siapa yang 
rnernaharni inforrnasi objek penelitian, (2) Key Person digunakan apabila 
peneliti sudah memaharni infonnasi awal tentang objek penelitian ataupun 
informan penelitian, sehingga dibutuhkan key person untuk rnernulai 
rnelakukan wawancara atau observasi" . 

Penelitian ini rnengguoakan cara yang kedna yaitu key person. Pemilihan 

subyek penelitian dilakukan secara purposif, peneliti menentukan sendiri orang-

orang yang mernaharni objek penelitian untuk diwawancara. Key person 

diperoleh dari aparatur pernerintah Kabupaten Lingga, dan dari 3 (tiga) desa 

sampeI. Jumlah key person keseluruhan sebanyak 33 orang, dengan perincian dari 

Bagian Pernerintahan Setda Lingga sebanyak lorang, Kantor Carnat Singkep 

Barat 2 orang, dan dari setiap desa sarnpel diarnbil 10 orang key infoman 
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berdasarkan jabatan atau fungsinya daJam masyarakat. Selengkapnya terlihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel3.1 Daftar Jumlah Informan Penelitian 

No InfOI'DUUl Peuelitian .fumlah 

I. Carnat Singkep Barat Kabupaten Lingga I 
2. Kassubag Pemerintahan Kecamatan, Desa & Kelurahan Bagian 

Pemerintahan Setda Kabupaten Lingga 
I 

3. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec. Singkep Barat I 
4. Kepala Desa Jagoh. Sungai Buluh, dan Sungai Raya 3 
5. Kepala Dusun Jagoh. Sungai Bulub, dan Sungai Raya 3 
6. Kaur Ekonomi dan Pembangunan Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan 

Sungai Raya. 
3 
3 

7. Ketua BPD Desa Jagoh, Sungai BUlub, dan Sungai Raya 3 
8. Ketua Karang Tanma Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya 3 
9. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jagoh, Sungai Buluh. dan Sungai 

Raya. 
3 
3 

10. Ketua LPMDes Desa Jagoh, Sungai Buluh. dan Sungai Raya 3 
II. Ketua RW Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya 3 
12. Ketua RT Desa Jagoh. Sungai Buluh. dan Sungai Raya 
13. Tokoh Masyarakat Desa Jagoh, Sun~ Buluh, dan Sun~ Raya 

.fumlah 33 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk memudahkan mengumpulkan data penelitian secara sistematis, 

maka digunakan : 

I. Kuesioner atau pedoman	 wawancara adalah panduan daJam melaksanakan 

tanya jawab atau wawancara, agar informasi yang diperoleh terarah, sistematis 

dan tidak simpang siur. Kuisioner disusun berdasarkan konsep daJam definisi 

operasional. 

2.	 Pedoman observasi adaJah sebagai acuan untuk memudahkan melakukan 

observasi lapangan berupa lembaran data. 
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3. Alat perekarn bempa peralatan yang diperlukan dalarn pengumpulan	 data 

seperti hp. 

Untuk menjaring data yang dibutuhkan dalarn penelitian ini, peneliti 

mengembangkan kisi-kisi instrument penelitian seperti ter1ihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No V.riabel Opensioll.' .adibtor 

1 Pemahaman apamlur 
pemerintahan 

PeIsepsi apamlur pemerinlah 
KabupalEn Iilgga Terhadap 
Konsep otonomi desa 
Persepsi aparatur pemerintah 
desa terhadap Konsep olDnomi 
desa 

Kullltilas perda yang 
mengatur keuanglIl desa 
Menyampaikan aspirasi 
tentang otDrilas keuangan desa 
Kuanlilas perdes tentang 
keuangan desa 

2 Desentralisasi Keuangm Bentuk lransIer keuangan desa 
ProporsionaIila AIokasi Dana 
Desa(ADO) 

Adanya kebijakan AIokasi 
DanaDesa 
Pemelintah Desa dapat 
menjalankan tanggung 
jawabnya dengan baik 

3 Anggaran Pendapatan 
Belanja Desa (APBDes) 

Inlelvensi Pemerintah Kabupaten 
Iilgga daIam Proses 
penyusunan APBOes 
~anglll desa daIam 
menentukan kebutuhan 
masynrakalnya 

Petunjuk Teknis dan 
pelaksanalll penyusunlll 
APBDes. 
Usullll kegialal pembangunan 
yang bersIfal butlom up dill 
partisipatif 

4 Pendapatan AsIi Desa 
(PADes) 

Penguasaan Polensi SUmbenlaya 
elconomi desa oIeh Pemerintah 
KabupalEn Iilgga 
F'eIiIrlI81l1l kewenlllgall desa 
daIam menggali potensi 
sumberdaya aJam desa menjadi 
PADes 

Banyaknya clljek pajak daefah 
didesa 
Desa mempunyai sumber 
penerimaan ketJanglll desa 
dalarn bentuk PADes 

5 Badan Usaba Milik 
Desa (BUMDes) 

Upaya pemerintab Kabupaten 
Lingga dalam memfasilitasi 
pendirian BUMDes 
Keterhbatan masyarakat 
dalam menggagas dan 
mempelopori kelahiran 
BUMDes 

PeJatihan kewirausabl\llll 
uotukdesa 
Bantuan permodalan 
Regulasi yang mengatur 
BUMDes 
Tumbuhnya usaba ekooomi 
desa yang dikelola LPMDes 
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F. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu : 

1. Observasi 

Menurut Irawan (2007:4.9-4.10) bahwa metode (penelitian) observasi 

adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian. Teknik pengamatan yang dilakukan adalah observasi 

non partisipatif, maksudnya peneliti tidak secara langsung terlibat yang dilakukan 

oleb informan, tetapi tugas peneliti melakukan observasi tebadap situasi objek 

yang menjadi sasaran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian mengamati 

aktivitas kegiatan pengelolaan keuangan desa baik dalam penyusunan APBBes 

maupun terbadap kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya desa menjadi PADes. 

Kegiatan observasi dilakukan dari bulan Februari bingga Maret 2011. 

Obsetvasi dilaksanakan pada saat kegiatan Musrenbang Desa, musyawarah 

penyusunan RAPBDes, dan kegiatan LPMDes desa sampel. Pada waktu 

pengamatan, peneliti sangat memperhatikan pencatatan tanpa mengganggu objek 

pengamatan, menjalin bubungan baik dan barmonis dengan objek pengamatan 

agar dapat diterima dan tidak menimbulkan curiga, serta memperhitungkan waktu 

penelitian yang relatif singkat. 

2. Wawaneara 

Irawan (2007:4.10-4.11) berpendapat bahwa metode wawancara adalah 

metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan 

responden. Metode ini digllnakan bila data yang diperlukan sebagian besar atau 

seluruhnya berada dalam benak pikiran respondeD, oleb karena itu sering bersifat 

41444.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



57 

subjektif dan tergantung pada daya ingat responden, dipengaruhi oleh prasangka 

responden, karena itu tidak mudah diinterpretasikan. Wawancara dilakukan dalam 

keadaan sewajamya seperti percakapan sehari-hari dan berkembang kearah tujuan 

penelitian. Dalam kegiatan wawancara diupayakan untuk "memaknai" interaksi 

antara manusia, dan menyelami perasaan yang diwawancarai. Untuk menjaga 

konsistensi data atau informasi yang di inginkan dengan tujuan penelitian, 

kemudian untuk membuat suatu pertanyaan dengan bahasa sederhana dan mudah 

dipahami oleh responden (key in/orman) maka dibuat pedoman wawancara 

(kuisioner) sebagai panduan bagi pewawancara dalam melakukan wawancara. 

3. Studi Dokumen 

Moleong (2002:161) berpendapat bahwa dokumen adalah setiap bahan 

tertu1is atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik, 

sedangkan record adalah setiap pemyataan tertu1is yang disusun oleh seorang 

atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan 

akunting. Studi do1rumenter dilakukan untuk mengumpulkan data tertu1is yang 

bel'SUlIlber dari Kantor Kecarnatan Singkep Barat, dan Pemerintah Desa sampel. 

Data tersebut berupa laporan monografi Kecamatan Singkep Barat, profil desa, 

perdes APBDes, dan Regulasi yang mengatur kewenangan desa. 

G. Metode Analisis Data 

Adapun ana1isis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ana1isis 

knalitatif untuk memperoleh berbagai macam deskripsi dan penjelasan bagaimana 

sebenarnya pelak-sanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan 

Singkep Barat Kabupaten Lingga 

Irawan (2007:5.23) menyatakan bahwa : 
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"Langkah-Iangkah analisis data daIam penelitian ini dilakukan dengan 
mengikuti pendapat yang berpendapat bahwa ada tujuh tahap analisis data 
daIam penelitian kualitatif, yaitu : (I) pengumpulan data mentah; (2) 
transkrip data; (3) pembuatan koding; (4) kategorisasi data; (5) 
penyimpulan sementara; (6) triangulasi, dan (7) penyimpulan akhir". 

Proses selengkapnya diawali dengan pengumpulan data mentah yang diperoleh 

dari wawancara dengan seluruh respondens atau informan, data dari 

pengamatan/ovserpasi langsung dilapangan, dan kajian dolrumenter. Catatan atau 

coretan yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan Iangsung dilapangan 

ditulis ulang dengan rapi agar mudah dimengerti tanpa menafsirkan, menambah 

ataupun mengurangi informasi daIam tulisan tersebut. Selanjutnya pembuatan 

koding dan kategorisasi untuk memudahkan mengelompokkan informasil data 

dari berbagai halaman catatan penelitian, serta menyederhanakan data dengan cara 

menyesuikan kata-kata kunci dengan suatn besaran yang telah ditetapkan daIam 

bentuk kategori. 

Penyimpulan sementara merupakan upaya penulis untuk menyusun asumsi 

awal berdasarkan basil data dilapangan sambi! melakukan triangulasi yang 

bertujuan untuk cek dan ricek jika ditemukan data yang diragukan keabsahannya. 

Peneliti menemui kembali beberapa informan yang datanya dianggap bias 

(menyimpang). Peneliti juga melakukan pengecekan terhadap literature yang 

mendukung keabsahan data. Kemudian melakukan penelaahan secara mendaIam 

dengan membandingkan dengan informan lainnya, dan refrensi teori yang ada, 

serta menyusun kesimpulan akhir penelitian. 
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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uralan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep 

Barat Kabupaten Lingga belum berjalan secara epektif dan optimal. Hal 1m 

disebabkan oleh : 

I.	 Rendahnya pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten Lingga terhadap 

otonomi desa pada tataran implementasi. Terlihat dari belum ada komitmen 

dan konsistensi dalam mengaktualisasikannya menjadi beberapa kebijakan 

atau regulasi yang mengatur pelimpahan kewenangan kcuangan desa. 

2.	 Masih adanya pertimbangan penentuan besamya persentase alokasi dana desa 

(ADD) yang belurn sesuai dengan karakteristik desa. Sehingga pemerintah 

desa merasakan bahwa jurnlah dana ADD yang diterima belum sesuai dengan 

beban tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa yang telah dilimpahkan melalui desentralisasi. 

3.	 Masih adanya intervensi pemerintah Kabupaten Lingga dalam proses 

penyusunan APBDes, terlihat dari adanya format penggunaan dana ADD 

yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti 

atau riipatuhi oleh pemerintah desa. 

4.	 Terbatasnya keleluasaan desa dalam menggali potensi surnberdaya alam dan 

sumberdaya ekonomi desa untuk menjadi sumber keuangan desa, terlihat dari 

rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan PADes, 
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akibatnya sernakin tingginya ketergantungan kernarnpuan keuangan desa 

kepada pernerintah kabupaten. 

5.	 Rendahnya kornitrnen pernerintah Kabupaten Lingga dalarn rnernperkuat 

kapasitas desa dalarn rnernbangun usaha ekonorni desa, terlihat dari belum 

ada satupun desa yang rnarnpu rnendirikan BUMDes sebagai pilar ekonorni 

desa yang pada gilirannya diharapkan rnarnpu rnenjadi kontributor terbesar 

dariPADes. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, rnaka untuk rneningkatkan otonorni dalarn 

pengelolaan keuangan desa di Kecarnatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, 

terdapat beberapa hal yang disarankan : 

I.	 Pernerintah Kabupaten Lingga harus konsisten dan kornitrnen untuk 

rnengimplernentasikan otonorni desa terutarna dalarn pengelolaan keuangan 

desa di Kecarnatan Singkep Bara!, dengan rneningkatkan upaya penyusunan 

peraturan daerah tentang keuangan desa secara kornperhensif dengan 

rnernperhatikan aspirasi desa. 

2.	 Untuk rnenyesuaikan kebutuhan jwn1ah dana ADD dengan beban keIja dan 

tanggung jawab pernerintah desa, rnaka harus dikaji secara cerrnat variabel 

pertimbangan jumlah pengalokasian ADD dengan rnernperhatikan secara 

seksarna karakteristik desa seperti status desa pernekaran, dan sarana 

prasarana pelayanan umum yang dimiliki suatu desa sebagai indikator 

pertimbangan dalarn rnenentukan besarnya dana ADD yang diterima desa 

3.	 Pernerintah Kabupaten Lingga harus rnernberikan ke1e1l1asaan yang penuh 

kepada pernerintah desa dalarn rnengalokasikan dana ADD, dengan 
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rnenghapuskan intervensi fonnat penggunaan ADD. Pernbiayaan hendaknya 

didasarkan pada prioritas yang diusulkan desa. Regulasi sebagai pedornan 

dalarn penggunaan dana ADD hendaknya tidak terlalu rnengikat dan 

rnernbatasi aspirasi rnasyarakat. Biar1ah desa yang menentukan proporsi 

penggunaan terbaik sesuai kebutuhan rnasyarakat seternpat. 

4.	 Pemerintah Kabupaten Lingga harus mernbuka akses yang 1uas kepada desa 

daIarn memanfaatkan potensi sumberdaya desa dengan cara : (1) membatasi 

penguasaan sumberdaya desa o1eh pernerintah kabupaten, (2) menyusun 

regulasi yang mengatur pernbagian kewenangan yang jelas daIam rnenge101a 

potensi sumberdaya desa untuk pendapatan asli desa (pADes) dengan tetap 

mengutarnakan optimalisasi pendapatan asli daerah (pAD). Harus ada 

beberapa potensi desa yang pemanfaatannya dan pengelo1aanya diserahkan 

desa. Sehingga daIam jangka panjang dapat memperkuat kapasitas keuangan 

desa dan mengurangi ketergantungan kepada dana ADD. Pemerintahan desa 

juga harus 1ebih proaktif daIam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah 

kabupaten, dan harus rnampu menyusun peraturan desa (perdes) untuk 

1egalisasi pernanfaatan potensi sumberdaya desa 

5.	 Pemerintah Kabupaten Lingga harus meningkatkan komitrnen daIam 

memperkuat kapasitas desa untuk membangun ekonomi desa me1alui 

pendirian BUMDes di Kecamatan Singkep Barat. Pendidikan dan pe1atihan 

kewiraswastaan harus diiringi tindakan nyata. Desa distimulasi dengan dana, 

teknis operasional, dan regulasi. Tanpa motivasi yang kuat, kecil 

kemungkinan desa rnampu mendirikan BUMDes meskipun memi1iki potensi 

besar. Pemerintah desa harus merintis usaha desa dari skala keci1 dan 
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sederhana dahulu dengan rnernperhatikan potensi keunggulan desa sebagai 

langkah awal rnerintis pendirian BUMDes. Ketergantngan dengan dana dari 

pernerintah kabupaten perlu dikurangi, agar kernandirian desa dapat 

diwujudkan. 
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Nama 
NIM 
Tempat dan Tanggal Lahir 
Registrasi Pertama 
Riwayat Pendidikan 

Riwayat Pekerjaan 

Alamat 

Telp 
E-mail 

BIODATA PENULts 

Amran Salim 
015792746 
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2009.2 
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Kab.KerineL 
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2005-2006 

2.	 Staf Bidang Pertanian Dinas Sumberdaya Alam 
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2006~2007 

3.	 StafBidang Pertambangan dan Energi Dinas Sumberdaya 
Alam Kabupaten Lingga 
2007-2008 

4.	 Pjs. Kepala Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat 
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2008-2009 

5.	 Kasi Pemerintahan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten 
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2010 - SeKariuig 
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Kabupaten Lingga 29875. 
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Lampiran 2. 

PEDOMAN WAWANCARA ( KUlSIONER)
 
OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 

DI KECAMATAN SINGKEP BARAT
 
KABUPATEN LINGG A
 

A.	 Idenlilas Responden 
No. Responden 
Pendidikan 
Jenis Kelamin 
Jabalan 
Instansi 
Alamal 

B.	 Otonomi Desa 
I.	 Menurul bapaklibu, apa yang bapaklibu kelahui lenlang olonomi desa? . 
2.	 Menurul bapaklibu, bagaimana landasan hukum olonomi desa? . 
3.	 Menurul bapaklibu, kewenangan apa saja yang diberikan oleh Pemerinlah Kabupalen Lingga ke 

pemerinlah desa yang ada di Kecamatan Singkep Baral ? 

4.	 Menurul bapaklibu, bagaimana implemenlasi olonomi desa selama ini di Kecamatan Singkep 
Baral? .. 

5.	 Menurul bapaklibu, apa saja yang menjadi fsklor pendorong dan pengharnbal lerhadap 
pelaksanaan alau penerapan olonomi desa di Kecamalan Singkep Baral? . 

C.	 Desenlralisasi Keuangan 
6.	 Menurul bapaklibu menyangkul pelimpahan kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang 

diberikan kepada desa ? 
a.	 Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerinlah kabupalen? .. 
b.	 Memungul pajaklretribusi daerah? sebulkan jenisnya ? .. 
c.	 Bantuan keuangan lainnya ? sebulkan kalau ada? . 

7.	 Menyangkut dengan kapasilas/ukuran jumlah dana yang dialokasikan desa : 
a.	 Menurul bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban 

langgung jawab yang dijalankan? .. 

b.	 Apakah jumlah dana yang diberikan dihilung menggunakan formulalrumusan lertentu 
dengan memperhalikan aspek proporsionalilas ? .. 

c.	 Apakah jumlah dana yang diberikan dihilung menggunakan konsep bagi rala ? ..........
 

d.	 Menurul bapaklibu, dengan besaran jumlah dana yang lelah dilelapkan dari pemerintah 
kabupalen dan lelah dilerima oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa mengalami dan 
merasa kesulitan dalam membiayai urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ? 
jelaskan alasanya 

e.	 Menurul bapaklibu, bagaimana sislem pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan 
keuangan lainnya unluk pemerinlah desa selama ini? (apakah sudah sesuai dengan beban 
kerja atau bagaimana ?) ......... 

.f.	 Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerinlah desa mengalami peningkatan dari 
tahun ke lahun? . 
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g.	 Menurul bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD lerbadap kemajuan 
pembangunan di desa kbususnya terbadap Karanag Taruna? ..... 

h.	 Menurul bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD lerbadap aktivitas dari lembaga 
sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Tanma, PKK, LPM, dll ? . 

i.	 Menurul bapak/ibu, apa saja bentuk kegialan karang laruna yang mendapat bantuan dana 
dariADD? . 

j.	 Menurut bapak/ibu, 1:>agaimana pengaruh pemberian ADD lerbadap kemajuan 
pembangunan di desa baik sarana fisik, keagamaan., Kesenian? .... 

k.	 Menurul bapak/ibu, apakah PKK mendapat bagian dan dana dan bagaimana pengaruh 
pemberian ADD terhadap kegialan PKK ? . 

I.	 Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai 
dan ADD terutama diwilayah RW yang? . 

D.	 Anggaliln Pebdapalllb dan BelaaJa DeSa (APBDes) 
8.	 Dalam pembUalan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau fonnal yang sudah 

disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yang hams diikuti oleh Pemerintah desa. seperti 
apa bentuknya? . 

9.	 Dalam proses pelaksanaan penyusunan APBDes : 
a.	 Bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan APBDes yang bapak laksanakan? .. 

b.	 Siapa saja masyarakat yang diundang daJam musyawarah penyusunan rencana Anggaran 
Pendapatan dan BeJanja Desa (APBDes)? . 

c.	 Menurut bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan 
RAPBDes? . 

d.	 Menurot bapak/ibu, bagaimana proses dalam meneDtukan pilihan kegiaran yang akan 
dimasukan daJam RAPBDes ? . 

e.	 Menurot bapak/ibu, bagaimana keleluasaanlkebebasan masyarakat dalam menent:Jkan 
keinginannyalpilibannya terbadap kegialan baik pembangunan fisil< maupun pemberdayaan 
yang akan dimasukan dalam APBDes? . 

f.	 Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibaran pemerintah kahupaten dan kecamatan daJam 
setiap tahap penyusunan APBDes? . 

g.	 Menurut bapak/ibu, pemahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamaran Singkep 
Barat membatalkan atau menghapus beberapa poin usuJan masyarakat daJam APBDes? 
Mengapa? . 

h.	 Menurut bapaklibu, Apa fungsilperan pibak Pemerintah Kabupalen Lingga dan Kecamatan 
Singkep Baml daJam proses penyusunan, pengesabao dan penyerahan perdes APBDes ke 
Pemerintah Kab"palen melalui Kecamatan ? 

i.	 Menurut bapak/ibu, bagaiamana usuJan-usuJan yang disampaikan masyarakat terutama RW 
yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima? . 

10.	 Pertanggungjawaban penggunaan APBDes : 
a.	 Bagaimana penanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui?. 

41444.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



157 

b. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang pemab dilakukan ? .......
 

e,	 Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBOos baik yang dilalrnkan olob 
Pemerintah Kahupaten Lingga maupun oleb masyarakat ? .... 

d.	 Menurut bapaklibll, bagaimana partisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi 
penggunaan APBDes 1 . 

F.	 Pendapatan Asli Desa (PADes) 
II.	 Menurut bapaklihu, bagaimana kewenangan yang diberikan "Ieb pemerintab Kahupaten Lingga 

kepada Pemerintab desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat daIam memperoleh Pendapatan 
Asli Desa (pADes)? . 

12. Menurut	 bapaklibll, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga, untuk membantu 
Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Bam! dalam mencari dan menamhab Pendapatm Asli 
Desa (PADes) 1 . 

13.	 Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PAnes 1 . 
a.	 Kalau yo, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes tersebut 1 . 
b.	 Kalau tidal<, mengapa desa tidak marnpu menghasilkan PAnes? . 
c.	 Menurut bapaklibll, apakab desa sudab optimal dalam meningkatkan PADes 1 jelaskan 

14.	 Menurut bapaklibll, apa yang menjadi penyebab rendabnya PADes yang diperoleh desa 1 

15. Menurut bapaklibll, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya aIam yang beragam yang 
berpotensi mendatanglcan PADes 1 . 

16. Menurut bapaklibll, bagaimana keleluasaanlkebebasan desa daIam memanf8atkan sumberdaya 
aIiiiD deSa yang IierpoleiiSi meiidiiliiilgk8ii PADes ? 

17. Menurut	 bapaklibll, apakab sumber-sumber yang sangat potensiaI mendatangkan PAnes 
dikuasai dan dimanfuatkan oleb pihak kabupaten 1 jelaskan . 

18. Menurut bapaklibll, bagaimana upaya desa selama ini untuk memanf8atkan sumberdaya aIam 
desa untuk mendatangkan PADes 1 . 

19. Apakah desa peroab mengeluarl<an per~ tentang pernanfaatan sumbenlaya slam desa yang 
bertujuan untuk m""datangkan. PADes ? .. 

18. Menurut	 bapaIcIibu, baga;mana dalam implementasinya apakab perdes tersebut mendapat 
tantanganlpenolakan dari pihak kabupateu ? . 

20.	 Apakab desa membentuic iembagalorganisasi kemasyaraicatan tersendiri seperti Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) yang salab satu tugasnya untuk memungut dan 
mengelola PADes 1 . 

21. Menurut bapaklibll, bagaimana peran LPMDes selama ini 1 . 
22. Menurut bapaklibll, apa	 saja yang telab dilakukan oleb LPMDes selama ini terutama daIam 

upaya mendatangkan PADes ? . 

23.	 Menurut bapaklibll, mengapa LPMDes tidak dapat menjaIankan fungsinya secan optimal 
1 . 
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24. Menurut bapaklibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus 
LPMDes? . 

25. Menurut	 bapaklibu, bagaiamana dorongan pemerintah kabupaten dalam memberdayakan 
LPMDes? . 

26.	 Menurut bapaklibu, apakah pemerinlab desa pemah atau telab melalrukan pendataan polensi 
sumberdaya? apakah pernab di ekspos? . 

G.	 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
26.	 Menunn bapaklibu, bagaimana upaya Pemerinlab Kabupalen Lingga unM mendorong dan 

memfasilitasi Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat unM mendirikan BadaD Usaha 
Milik Desa (BuMDes)? . 

27. Apakah ada program kegiatan yang dJbuat unM mencapai tujuan tersebut ? sebutkan 

28.	 Menunn bapaklibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya desa yang ada di Kecamatan 
Singkep Barat untuk dikembangkan menjadi BUMDes ? . 

29.	 Menunn bapakllbu, apa yang menjadi kendalalhambatan jika BUMDes didirikan di desa ? 

30.	 Apa yang bapaklibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? . 
3 I. Menunn bapaklibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial unM 

diu<abakan dan dikelola dalam bentuk BUMDes? . 

32.	 Menurut bapaklibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidaklbeJum mampu 
mendirikan BUMDes ? . 

33.	 Menunn bapaklibu, pernabkah pemerintah kabupaten memberikan dorongan ataupun 
asistensilpetunjuk kepada pemerintah desa dalam upaya unM memdirikan BUMDes ? 

34.	 Menunn bapaklibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) 
dalam mempelopori lahimya BUMDes ? . 

35.	 Menunn bapaklibu, apa saja kendala allIU hambatan yang dibadapi LPMDes daIam merintis 
usaha desa unM dijadikan BUMDes? . 

Waktu wawancal1l : 

I.	 Hariffgi 
2.	 Tempat 

Peneliti	 Responden 

( Amran Salim) ( ) 
NIM.OI5792746 
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Lampiran3. 

DAFfAR NAMA KEY INFORMAN 

NO NAMA JABATAN INSTANSI ALAMAT KET 

I. Siswadi Carnat Kantor Carnal 
Singkep Barat 

Dabo Singkep 

2. ZSillal Abidill Sekcam Kantor Carnal 
SinRkep Barat Dabo Singkep 

Pj, Seksi 
Ekbang 

3. Suarta Andika Kasubag Pemerintaban 
Kec. Kel & TleAA 

Bag. Pemerintaban 
Setaa Kan t ;nnn. 

Oaoo Singkep 

4. Abdul Hair KepalaDesa DesaJagoh Jagoh 

5. MZSm Kepala Desa Desa Sungai Buluh Sungai Buluh 

6. Nazaruddin Kepala Desa Desa Sungai Raya Sungai Raya 

7. M Yusuf Kepala Dusun II DesaJagoh Jagoh 

8. Aziiiiiii KevaIa Dusun 1lI Desa Sungal Buluh Sungal Buluh 

9. Karyani Kepala Dusoo II Desa Sungai Raya SungaiRaya 

10. Sabarilab KetuaLPM Oesa Jagoh Jagoh 

II. Sadikin M Nub KetuaLPM Desa Sungai Buluh Sungai Buluh 

12. Harsono KetuaLPM Desa Sungai Raya Soogai Raya 

13. AsriJ Ketua Karang Taruna DesaJagoh Jagoh 

14. AUZlIr Ketua Karang Taruna Desa Sungai Buluh Soogai Buluh 

15. Gusdi Andri Ketua Karang Taruna Desa Sungai Raya Sungai Raya 

16. Abdullab Tokoh Masyarakat DesaJagoh Jagoh 

17. Abdul Kahar Musa Tokoh Masyarakat Desa Sungai Buluh Sungai Buluh 

18. Taher Tokoh Masyarakat Desa Sungai Raya Sungai Raya , 

19. Holid KetuaBPO DesaJagoh Jagoh 

20. Jamaizar KetuaBPO Desa Sungai Buluh Sungai Buluh 

21. MPiiiifiana KetuaBPO Desa Sliiigai Raya Sliiigai Raya 

22. Marbaini KetuaPKK DesaJagoh Jagoh 

23. Ramlab KetuaPKK Desa Sungai Buluh Sungai Buluh 

24. Zaraidab KetuaPKK Desa Sungai Raya SungaiRaya 

25. WeI\}' Su!')'aai KaurEkbang DesaJagoh Jagoh 

26. Agus Setyawan KaurEkbang Desa Sungai Bulub Sungai Buluh 

27. Firdaus KaurEkbang Desa Soogai Raya Sungai Raya 
.

28. Rabmad Ketua RW .02 Dsn I DesaJagoh Jagoh 

29. bkandar Ketua RW. 02 Dsn I Desa Sungai Bulub Sungai Bulub 

30. Dadar H. Nurdin KetuaRW.O\ Dsnl Desa Sungai Raya SungaiRaya 

31. Jabani Ketua RT. 01 RW.01 DesaJagoh Jagoh 

32. &cbar Yakop Ketua RT. 01 RW. 05 Desa Soogai Buluh Sungai Buluh 

33. MRidwan Ketua RT. 03 RW. 03 Desa Soogai Raya SungaiRaya 
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Lampiran 6. 

HASIL WAWANCARA 

I.	 Pertanyaan Dntuk: CAMAT SINGKEP BARAT. 
A.	 Otonomi Desa 
1.	 Menorut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ? 

Jawab :	 "Desa diberikan kesempatan untuk mengurus desa itu sendiri sesuai dengan sumber dan potensi 
yang ada untuk membiAyai desanya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa disetujui oleh 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian perlu 
adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa". 

2.	 Menorut bapak/ibu, bagaimana landasan hukum otonomi desa ? 
Jawab : .. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; 

.. Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan 
Perdes. 

- Permendagri No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa 
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa". 

3.	 Menurut bapak/ibu, kewenangan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga ke pemerintah 
desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat ? 
Jawab : "Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan memangan belum ada, namun 

pemerintah Kabupaten Lingga sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang 
Desa pada Bab III pasal 7 ayat (a) telah berjalan, begitu juga dengan dan Bab IV paragraf 2 yang 
mengatur tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa". 

4.	 Menorut bapak/ibu, bagaimana implementasi otonomi desa selama ini di Kecamatan Singkep Barat? 
Jawab :	 "Implementasi otonomi desa masih belum maksimal mengingat belurn ada pelimpahan 

wewenang dari pemerintah Kabupaten Lingga dan belum ada desa yang mampu membiayai 
(menggaji) aparat desanya, semuanya masih tergantung pada pemerintah kabupaten". 

5.	 Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan atau 
penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat ? 
Jawab : " Faktor Pendorong : sumberdaya alam yang melimpah, gotong royong dan kekerabatan masih 

tinggi, dan masyarakat homogen. Faktor Penghambat : Pendidikan masyarakat masih banyak 
tamat SD, ketergantungan pada bantuan pemerintah, belum ada pelimpahan wewenang dari 
pemerintah kabupaten ke pemerintah desa, dan administrasi desa belum tertib". 

B.	 Desentralisasi Keuangan 
Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang 
dijalankan? 
Jawab: "Belum sesuai, dana yang ada di desa berupa tunjangan aparatur, dan dana ADD. Untuk hal 

tersebut diatas dikatakan belum sesuai karena kondisi geografis yang cukup jauh (biaya 
transfortasi) dari desa ke kecamatan dan ke kabupaten". 

C.	 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 
Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Lingga yang harns diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya? 
Jawab: "Sudah, (1) perda tentang penyusunan peraturan desa, (2) perda tentang Keuangan Desa". 

D.	 Pendapatan Asli Desa (PADes) 
Menurut bapak/ibu, bagaimana kewenangan yang "diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lingga kepada 
Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat dalam memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes)? 
Jawab:	 "Desa diberi kesempatatan untuk mendapalkan PADes sesuai dengan kesepakatan masyarakat 

selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Contoh : pungutanliuran untuk 
pembangunan (swadaya), pungutanliuran untuk kegiatan sosial dan perayaan hari-hari besar". 

41444.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



161 

E.	 Badan Usaba Desa (BUMDes) 
Menurut bapaklibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mendorong dan memfasilitasi 
Pemerintah Desa di Kecarnatan Singkep Barat dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? 
Jawab : ~Desa di Kecarnatan Singkep Barat belum ada yang mempunyai BUMDes~. 

2.	 Pertanyaan Unlllk: KASUBAG PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA. 
A.	 Otonomi Desa 
I.	 Menurut bapaklibu, apa yang bapaklibu ketabui tentang otonomi desa? 

Jawab :	 ~Otonomi Desa adaIab kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur rumab tangganya 
sendiri sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke desa". 

2.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana Iandasan hukum otonomi desa ? 
Jawab :	 "Landasan bukum otonomi desa diatur didalam UU No. 32 lhn 2004 TTG Pemda & PP No. 72 

THN 2005 TTG Desa". 

3.	 Menurut bapaklibu, kewenangan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga ke pemerintah 
desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat ? 
Jawab : "Untuk S88l ini Pemkab Lingga barn memberikan kewenangan mengenai penelapan APBDes 

seliap talmnnya. Untuk urusan lain-lain behnn karena perda ttg penyernhan kcwenangan kab. ke 
desa barn saja disyabkan oleh DPRD Kab. Lingga. Untuk pelaksanaanlpetunjuk teknisnya barus 
menunggu perillip Lingga selesai dan disosialisasikan terlebih dahulu~. 

B.	 Desentnolisasi Kenangan 
I.	 Menurut bapak, apakab jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan behan tanggung jawab yang 

dijalankan?
 
Jawab : ~secara garis besar telab sesuai, namun ke depan akan ditingkatkan kwantitasnya~.
 

2.	 Apakab jumlah dana yang diberikan dihitung menggunakan fonnulalrumusan tertento dengan 
memperhatikan aspek proporsionalitas ?
 
Jawab: ~a".
 

3.	 Apakab jumlah dana yang diberikan dihitung menggunakan konsep bagi rata ? 
Jawab : ~mbagian dana dihitung secam proporsional, yakni 60"/0 dibagi rata, 40% dibagi menurut luss 

wiJayah, jumlab penduduk, tingkat pendidikan. tingkat kesehatan, dU~. 

C.	 Anggaran Pendapalan Belanja Desa (APBDes) 
I.	 DaIam pembuatan perdes APBDes, apakab ada petunjuk baku atan format yang sudah disediakan oleb 

Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleb Pemerintab desa, seperti spa bentuknya? 
Jawab : ~y a, bentuk formamya secant umum bermaterikan : 

~(I) Pos pendapatan (2) pos belanja rulinibelanja tak Iangsung. (3)pos belanja pemberdayaan dan 
pemhangunan/belanja langsung. (4) pos pembiayaanlsilpa". 

2.	 Menurut bapaklibu, sejauh mana keterlibatan pemerintah kabnpaten dan l<"""matan daIam setiap tabap 
penyusunan APBDes ? 
Jawab : ~Dalam hal ini pemkab melalui Bag. Pemerintahan melakukan verifikasi setiap perdes APBDes 

yang masuk untok disabkan oleb Bupati~. 

3.	 Menurut bapaklibu, pemabkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan 
atau mengbapus beberapa poin usulan masyarakat daIam APBDes? Mengapa? 
Jawab :	 ~a, karena sering tumpang tindih pelaksanaannya dengan Anggaran APBD Kab. dan pos 

pembangunan lainnya seperti : PNPM,P3DK.dll~. 

D.	 Pendapalan AsH Desa (PADes) 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaiman8 kewenangan yang diberikan oleb pemerintah Kabupaten Lingga kepada 

Pemerintah desa yang ada di Kecarnatan Singkep Barat daiarn memperoleb Pendapatan Asli Desa (PADes)? 
Jawab :	 "SeJagi tidal< tumpang tindih dan melanggar atoraJl diatas,Kab. memberikan kewenangan penuh 

bagi desa untuk mencari dan menggali PADes". 
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2.	 Menurol bapaklibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga, untuk membantu Pemerintah Desa di 
KecamalaD Singkep Barat dalam mencari dan menambah Pendapatan AsH Desa (PADes) ? 
Jawab : "Pemkab selalu memberikan semacam pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa untuk selalu 

berupaya menggali patensi desa bail< dengan kekayaan de.... seperti : tanah kas de.... asel desa. 
usaha milik de.... koperasi, dU". 

E.	 Dadan Usaha Desa (BUMDes) 
1.	 Menurot bapaklibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mendorong dan memfasilitasi 

Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? 
Jawab :	 ·Pemkab. Lingga melalui Dinas Perindag dan Koperasi, Bag. Ekonomi dan pembangunan, Oinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan pelatiban kewirausahaan desa. pelatihan 
koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan". 

2.	 Menurot bapaklibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat 
untuk dikembangkan menjadi BUll-IDes? 
Jawab :	 ''OJ Kecamalan Singkep Barat potensi hutan, kelautan dan perlrebunan sangat cocok menjadi 

sumber pendap3llm asli desa". 

3.	 PeNnyaan Untok : KASI EKBANG. 
D.	 Pendapalan AsH Desa (PADes) 
I.	 Menurot bapaklibu, spa penyehah rendahnya PADes yang diperoleh desa? 

Jawab: "(I) Pemahaman masyarakat desa kurang, (2) rendahnya mutulkua1itas SOM pemungut PAD, (3) 
rendahnya pendapataD masyarakaL, (4 kurangnya sosialisasi pemerintah kabupalen kepada 
masyarakal tentang PADes, (5) masih kurangnya polensi desa yang dapat menghasilkan PADes". 

2.	 Menurot bapaklibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang beIpotensi 
mendataogkan PADes ? 
Jawab:	 "Kekayaan sumberdaya alam sangat potensial dimanfuatkan untuk PADes, cara pengelolaan yang 

belum dimanfaatkan. Seperti : perikanan, pertanian, penambangan, jasa dan wisata". 

3.	 Menurot bapaklibu, bagaimana keleluasaanlkebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya a1am desa 
yang berpotensi mendatangkan PADes ? 
Jawab :	 "Desa diberikan kebebasan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Lingga, sesuai 

dengan UU olOnomi d~sa di mana desa diberi kebebasan uotuk membuat aturan sendiri 
bsepaojang tidak bertentangan undang-uodang yang berlaku". 

4.	 Menurot bapaklibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dil"'aS8; dan 
dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan 
Jawab : "Hams dimanfaatkan dan diolah oleh kabupaten dengan mengikut sertakan desa yang 

bersangkutan, karena desa tidak akao sanggup disebabkan oleh dana rendah. dan SOM tidak 
mencuJrupi". 

E.	 Dadan Usaha Desa (BUMDes) 
I.	 Menurot bapaklibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya desa yang ada di K",,"malaD Singkep Barat 

untuk dikembangkan menjadi BUMDes ? 
Jawab :	 "patensi yang ada cukup besar, seperti : Sumber air bersih, Jasa angkutan !aut, sarana umum 

(lapangan bola) unruk disewakao kepada masyarakat, wisata air lerjun dan sejarah". 

2.	 Menurot bapaklibu, apa kendalalbambatanjika BUMDes didirikan di desa ? 
Jawab :	 "SOM sangat kurang, masih kw1mg pemahaman masyarakal teIbadap BUMDes, kurang 

perhatian daerah (pemerintah kabupaten), dan belum ada perda tentang BUMDes". 

4.	 Pertanyaan Vntok: KEPALA DESA JAGOR 
A.	 Otonomi Desa 
I.	 Menurot bapaklibu, apa yang bapaklibu ketahui tentang otonomi desa? 

Jawab :	 "pelimpahan wewenang yang diberikao oleh pemerintah kepada desa dalam keleluasaan mengatur 
dan menata desa ddalam arti yang luas ". 
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2.	 Meourut bapaklibu, bagaimana implementasilpenerapan otonomi desa terutama untuk desa yang bapak 
pimpin selama ini ? 

Iawab : "Otonomi yang dibarapkan belum beljalan secara optimal dan maksimal, itu disebabkan karena 
masih banyak sektor-sektor yang sebenarnya mendatangkan PADes pengelolaannya masih belum 
dilimpabkan kepada desa ". 

3.	 Menurut bapaklibu, apa saja yang menjadi faktoc pendorong dan penghambat ternadap pelaksaoaan atau 
penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep 
Barat? 
Iawab : "Faktot pendorong : dari segi sektor perekonomian. Faktot penghambal : masih adanya campur 

tangan dari pihak pemerintab, masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa ". 

B.	 Desentralisasi Kenangan 
I.	 Meourut bapaklihu menyangkut pelimpaban kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang diberikan 

kepada desa ? 
a.	 Alobsi Dana Desa (ADD) dari pemerintab kabuparen? . 
b.	 Memungut pajak/retribusi daerab? sebutkan jeoisnya ? 
c. Bantuan keuangan lainnya ? sebutkan kalau ada ? 
Iawab:	 "secara garis besar telab sesua~ namun ke depan akun ditingkatkan kwantitasnya". (a) Ya, ada. (b) 

PBB dan Pajak Restoran dan Rumah makan". 

2.	 Meourut bapak, apakab jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang 
dijalankan? 
Jawab :	 "roasih kurang, karena masih banyak kebutuban dari masyatakat yang belum dapat dipenuhi 

semuanya dan untuk dana operasional desa pun kurang meocukupi itu disebabkan karena desa 
saya pimpin masih barn, jadi masih banyak yang barns ditampal biar bagaimanapun pemerintab 
desa akan berkeja semaksimal mungkin". 

3.	 Menurut bapak/ibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintab kabupaten dan telab 
diterima oleb pemerintah desa, apakab pemerintab desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai 
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintab desa ? jelaskan alasanya 
Iawab : "Ya, mengingat kebutuban opeerasional yang besar dan masih banyak keinginan masyarakat yang 

sifatoya membangun belum dapatlbisa dipenuhi semuanya". 

4.	 Apakabjumlah dana yang diberikan kepada pemerintab desa mengalllI!li peningkatan dari tabun ke tablDl ? 
Iawab : "Albamdulillab, ya". 

5.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pengarub pemberian ADD terbadap kemajuan pembanglDl8D di desa ? 
Jawab : "Peogarubnya sangat jeJas se~ dengan adanya pemberian ADD kebutuban fisik dan pembanglDl8D 

dari masyarakat dapat tetpenuhi walaupun itu tidal< keseluruban". 

6.	 Menurot bapaklibu, bagaimana pengarub pemberian ADD terbadap aktivitas dari lembaga sosial 
kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Tanma, PKK, LPM?. 
Iawab : "Tetbantu, karena dengan pemberian bantuan yang berasal dari ADD, aktivitas Iembaga sosial dapat 

terlaksana walaupun seadannya ". 

C	 Anggann PendapataD BeIaDja Desa (APBDes) 
I.	 Dalam pembuatan perdes APBnes. apakab ada petunjuk baku atau format yang sndab disediakun oleb 

Pemerintab Kabupaten Lingga yang barns diikuti oleb Pemerintab desa, seperti apa bentuknya? 
Iawab : "- untuk operasiooal 30010 

- untuk pemberdayaan dan fisit 70010". 
2.	 Bagaimana tabapan-tabapao proses penyusunan APBDes yang bapak Iaksanakan? 

Jawab : "- Musyawarab RANPERDES APBDes 
• Musyawarab penetapan perdes APBDes". 

3.	 Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarab penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes)? 
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Iawab : "RT, RW, Tokoh Masayarakal, Pemuda. PKK, dan Tokoh Agama". 

4.	 Menurut bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat daJarn mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 
Jawab : "Sangat antusias, karena masyarakat mengharapakan akan adanya bantuan balk ito pembangunan 

fisik maupun bantuan pemberdayaan diwilayab masing-masing". 

5.	 Menurut bapaklibu, bagaimana proses menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan daJam RAPBDes 
?
 
Iawab : "Melalui musyawarah dan setelab ito mengajukan rujukan kepada BPD".
 

6.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaanlkebebasan masyarakat daIam menentukan 
keinginannyalpilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan dalam APBDes? 
Iawab : "bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan ide dan saran dengan dasar yang sifutnya laitik 

membangun". 

7.	 Menurut bapaklibu, sejaub mana keterlibatan pemerintah kahupaten dan kecamatan dalam setiap tahap 
penyusunan APBDes ?
 
Iawab : "pemerintah kecamatan dan kabupaten melalrukan pengawasan dan pembinaan".
 

8.	 Menurut bapaklibu, pemahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan 
atau menghapus beberapa poin usuJan masyarakat dalam APBDes? Mengapa? 
Iawab : "Belum pernah, yang ada hanya sekedar araban dan petunjuk yang diberikan pihak kecamatan dan 

kabupaten". 

9.	 BagaimaDa pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui? 
Iawab : "Per1aanggungjawaban dilakukan dengan membuat SPI yang dilaporlaut ke pemerintah 

Kabupaten Lingga melaJui kecamatan". 

10.	 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang pernah diIaIrukan ? 
Iawab : "Mengundang masyarakat dan BPD pertriwulan untuk menjabarlaut pertanggungjawaban a10kasi 

dana desa secara transparan dan terbuka". 

I I.	 Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oIeh Pemerintah Kabupaten 
Lingga maupun oleh masyarakat ? 
Iawab: "(I) Pemerintah Kabupaten Lingga : pengawasan diIakukan meIaIui SPI dan ditinjau langsung 

kelapangan oleh lnspektoral Kab. Lingga ". (2) Masyarakat ; diawasi dan dil.ksanakm pekc:lj1llll1 

pembangunan fisik yang didanai dengan dana ADD oIeh masyarakat' 

12.	 Mellurut bapaIcIibu, bagaimana paltisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi penggunaan 
APBDes ? 
Iawab ; "Antusias, karena tojuan untuk kepentingan masyarakat ramai dan pembangunan di desa walau ito 

berskala keeil". 

D.	 Pend8palan Asll Desa (PADes) 
I.	 Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes ?
 

lawai> : "ada".
 

2.	 KaIau ya, sebutkan sumber-sumber penerimaan PAIles ter.;ebut ? 
Iawab : "sumbangan masyarakat yang ada usahanya. dan pengmuasan surat-menyurat". 

3.	 Kalan tidal<, mengapa desa tidak mampu mengbasilkan PADes ? 
Iawab : 

3.	 Menurut bapaklibu, apakah desa sudah optimal dalam meningkatkan PAIles., mengapa? 
Iawab :	 "beIum optimal, karena kurang adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakal Masyarakat 

kurang partisipasi dan pemerintah belum melimpahkan wewenang sepenuhnya daIam 
meningkatkan PAIles". 
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4.	 Menumt bapaklibu. apa penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ? 
Jawab :	 "Kurangnya partisipasi masyarakat dan pengusaha yang ada di desa maupun masyarakat yang ada 

diluar desa yang beraktifitas di desa kami". 

5.	 Menumt bapaklibu. apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya aJam yang beragam yang berpotensi 
mendatangkan PADes ?
 
Jawab : "Salah satunya dati pelabuhan jago, tenninaJ mobil dan perkebunan masyarakat".
 

6.	 Menumt bapaklibu. bagaimana kelellll\SllllJl/kebebasan desa daJam memanfuatkan sumberdaya alam desa 
yang berpolensi mendatangkan PADes ?
 
Jawab : "sangat terbatas, karena kurang adanya pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah kepada
 

desa". 
7.	 Menumt bapaklibu. apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes diIruasai dan 

diman!j"rtlran oleh pihak kabupaten ? jelaskan 
]awab : "¥a, contohnya dermaga pelabuhan dan terminal jago yang selama ini kepengurusannya yang 

berpotensi mendatangkan PADes diIruasai sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan belum ada 
pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pihak kabupaten ke desa". 

8.	 Menumt bapaklibu. bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya a1am desa untulc 
mendatangkan PADes?
 
Jawab: "Dengan melakukan sosialisasi ke masayarakat dan koordinasi dengan pihak kabupaten".
 

9.	 Apakah desa peroah mengeluarkan perdes tentang pemanfilatan sumberdaya alam desa yang bertujuan untulc 
mendatangkan PADes? 
Jawab : Belum pemah. karena belum adanya acuan dan pedoman perbup dan perda yang disampaikan ke 

desa, dan desa takut menyalahi atnran diatas yang ada". 

10.	 Menumt bapaklihu. bagaiJnana daJam implementasinya apakah perdes tersebut mendapat 
tantanganlpenolakan dati pihak kabupaten ? 
Jawab; 

II.	 Apakah desa membentulc lembagalorganisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untulc memungut dan mengelola PADes ?
 
Jawai> : "Ada, yaitu : Lembaga Pembenbyaan Masyarakat Desa (LPMDes)".
 

E.	 Bauo Usaha Desa (BUMDes) 
1.	 Apa yang bapaklibu ketahui tentang Badan Usaha MiIik Desa (BUMDes)? 

Jawab :	 "suatu wadah usaha yang dimiliki oleh desa dan kepengurusannya Iangsung ditangani oleh 
pemerintah desa, dan wjuan utamanya adaIah untulc meningkatkan PADes dan perl<eonomian 
masyarakat". 

2.	 Menumt bapaklibu. apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang culrup potensial untulc diusahakan dan 
dikelola daJam bentulc BUMDes? 
Jawab: "Tidal< ada". 

3.	 Menumt bapaklibu. mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidaklbelum mampu mendirikan BUMDes 
? 
Jawab ; "Karena pada S8a1 sekarang ini, sumberdaya yang di desa kurang mendukung untuk mendirikan 

BUMDes dan tidal< adanya pe/atihan tentang BUMDes dati pemerintah kabupaten". 

50 Perlaoyaao Uowk: KEPALA DUSUN U JAGOH 
A. Desent",lisasi Kenaogao 
I.	 Menumt bapaklibu. bagaimana pengaruh pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa ? 

Jawab : "Ada kemajuan, sa1ah sawnya dengan pemberian ADD apa yang kita harapakan daJam 
pengajuannya biarpun iw tidal< keseluruhannya. Misa1nya ; terbaogunnya llJ8lIg tunggu dislokasi 
perlruburan, MCK, Renovasijembatan penghubung kampung Seberang Kemas dengan Jagoh". 
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2.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana pengarub pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ? 
Jawah:	 "Dengan pemberian ADD oleb desa kepada lembaga sosia! kemasyarakatan yang ada di desajago, 

kegiatanlaktivitas dari lembaga ini cukup terbantu. Misalnya : "(I) untuk karang taruna yaitu 
terbangunnya lapangan volley yang ada di Seberang Kemas. (2) bantuan transportasi untuk 
kegiatan pemuda bennain sepakbola". 

B.	 Aagga",D Peudapatan Belanja Desa (APBDes) 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat terotama dari dusun yang bapak pimpin dalam 

mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 
Jawah :	 "Partisipasi masyarakat Dusun II ada dalam hal musyawarah penyusunan RAPBDes terlihat dari 

kebadiran masyarakat yang berasaJ dari Duson II dan ada beberapa masukanlide yang diberikan 
oleb masyarakattsb". 

2.	 Menurut bapaklibu, bagaimana proses dalam menenlUkan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam 
RAPBDes?
 
Jawab : "Melakukan musyawarah ditingkat desa dengan earn prioritas kegiatan".
 

3.	 Menurut bapaklibu, bagaimana keleluasaanlkebebasan masyarakat dalam menenlUkan 
keinginannyalpilihannya terbadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan dalam APBDes? 
Jawab : "dalam menenlUkan keinginannya, masyarakat bebas sebebasnya mengeluarlcan 

pendapatlmasukan walaupun pada kenyataannya keinginan masyarakat tidak semuanya 
leTpenubilmenjadi kenyataan". 

6.	 Perlanyaan Untuk: KETUA LPM DESA JAGOH 
A.	 Pendapatan Asll Desa (pADes) 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pernn LPMDes selama ini ? 

Jawab :	 "Berperan aktifdi masyarakat, seperti : golong royong masyarakat, dan melakukan pungutan iuran 
desa". 

2.	 Menurut bapakJibu, apa saja yang telah diIakukan oleb LPMDes selama ini terutama dalam upaya 
mendatangkan PADes ? 
Jawab :	 "Selama ini LPMDes juga telah melakukan pungutanliuran yang digunakan untuk pembangunan 

desa ke pengusaba-pengusaba seperti : PT. DII, MV.SupeJj~ kedailwanmg makan, dan juga 
LPMDes juga telah melakukan pinjaman bergulir ke masyarakat dari dana yang diterima LPM". 

3.	 Menurut bapaklibu, mengapa LPMDes tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal ? 
Jawab :	 "Belum adanya payuug hukmnlperdes yang mengatur tentang pungutan desa, dan tidak adanya 

dukungan pemerintah dalam hal ini Dinas Perbubungan Kab. Lingga". 
4.	 Menurut bapaklibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes ? 

Jawab :	 "selama ini apa yang ditugaskan dilakukan pengurus LPMDes sudah optimal, tapi kami butuh 
pelatihan agar kineJja kami lebih bagus". 

5.	 Menurut bapaklibu, bagaiamana dorongan pemerintah kahupaten dalam memberdayakan LPMDes 7 
Jawah :	 "Domgan pemerintah dalam meberikan dorongan ada. seperti : (J) mengadakan pelatiban setahun 

sekaJi. (2) adanya bantuan operasional dari Kabupaten Lingga". 

B.	 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
J.	 Menurut bapakJibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dalam 

mempelopori lahirnya BUMDes ? 
Jawah : "Tidak ada upaya untuk mempelopori BUMDes, karena kurang mengetahui dan memahami 

BUMDes". 
2.	 Menurut bapaklibu, apa sajD kendala atau bambatan yang dihadapi LPMDes dalam merintis usaha desa 

untuk dijadikan BVMDes ? 
Jawab:	 "Desa tidak mepunyai usaha, jadi LPMDes tidak ada merintis usaha desa untuk menjadikan 

BUMDes". 
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6.	 Perlanyaan Untuk: KETUA KARANG TARUNA DESA JAGOH 
A.	 Desentralisasi Kenangan 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terltadap kemajuan pembangunan di desa 

khususnya telbadap Karanag Tanma1 Menurut bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terltadap 
aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK. LPM, dO 1 
Jawab :	 "Pengaruh pemberian ADD terltadap kegiatan pemndaan ada dan deogan adanya bantuan ADD 

dari pemerintahan desa kegiatan yang dilaksanakan dapat terbantu waJaupun itu tidak 1000/0 
khusunya dibidang bolakaki". 

2.	 Meountt bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial 
kemasyarnkatan yang ada di desa seperti Karang Tanma, PKK. LPM 1..
 
Jawab : "Dengan adanya pemberian ADD aktivitas karang taruna OOpat beJjalan seadanya".
 

3.	 Meountt bapaklibu, apa saja beotuk kegiatan karang taruna yang mendapat bantuao dana dari ADD? 
Jawab :	 "Bantuao transportasi untuk oiahraga khususnya bolakaki, dan bantuan pembuatan lapangan 

volley yang ada didusun IJ". 

7.	 Perlanyaan Untuk: TOKOH MASYARAKAT DESA JAGOH 
A.	 Desentrallsasi Kenangan 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terltadap kemajuan pembangunan di desa bail< 

sarana fisik, keagamaan. Kesenian, dO? 
Jawab :	 '"Bantuao 50lama ini dari pemberian ADD belurn maksimal, deogan arti kata pembangunan yang 

diinginkan masyarakat belurn merala Sedangkan dari segi keagamaan pemberian ADD juga 
belurn maksimal (k""il), Kesenian juga sama belurn terkaper semua". 

B.	 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 
I.	 Menuntt bapaklibu, bagaimaM keleluasaan/kebebasan masyarakat daJam menentukan 

keinginannyalpilihannya terbadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan daJam APBDes1 
Jawab :	 "masyarakat bebas daJam meneotukan pilibanlkeinginannya, tapi untuk pembangunan fisik dari 

pendapat tersebut dikumpulkan dan dipilib mana yang lebib penling dan menyentuh masyarakat 
secara langsung itu yang diutaralcan". 

2.	 Siapa saja masyal100tt yang diundang daJam musyawUllh penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) 1 
Jawab: "orang yang berlrepnetingan, daJam hal ini perwalcilan masyarakat, Iokob agama, pemuda, RT, 

RW, Duson, PKK.". 

8.	 Perlanyaan Untuk: KETUA BPD JAGOH 
A.	 Aaggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 
I.	 Menuntt bapaklibu, bagaiman:i partisifasi masyaralcat daJam mengikuti proses penyusunan RAPBDes 1 

Jawab : "Partisipasi orang daJam penyusunan RAPBDes ada, yaitu dengan banyaknya masyarakat yang 
badir dalam musyawamh penyusunan RAPBDes". 

2.	 Menuntt bapaklibu, bagaimana keleluasaanlkebebasan masyarakat dalam menentukan 
keinginannyalpilihannya terltadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan daJam APBDes1 
Jawab : "Masyaralcat OOlam menentukan keinginannya bebas menyalurkanlmengeluarlcan pendapat, saran, 

dan masukan dan itu telab mencerminkan aspirasi masyarakat.". 

3.	 Menuntt bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat daJam mengikuti proses penyusunan RAPBDes 1 
Jawab :	 "partisipasi masyarakal ada daJam mengontrol penggunaan APBDes khususnya penggunaan 

anggaran fisik". 

9.	 Perlanyaan Untnk: KETUA PKK JAGOH 
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Deseotralisasi Keuaogao 
Meowut bapaklibu, apakab PKKmeodapat bagiao dari danadan bagaimana pengaruh pemberiao ADD 
terbadap kegiatao PKK ? 
Jawab : ~Deogao adanya dana ADD dapal membaotu kegiatao operasional PKK., dalam bal ini biaya 

transportasi ootuk kegiatao-kegiatao PKK yaog bernda di luar desa". 

Ill.	 PertBoyaao Volal<: KAUR EKBANG DESA JAGOH 
A.	 Aoggarao Peodapatao Belaoja Desa (APBDes) 

Meowut bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terbadap kemajuan pembaogunao di desa? 
Jawab: "Ada, pengaruh pembangunan dari pemberian ADD khusus di pembaogunao fisik untuk taboo 

aogganm 2010 yaitu saIab satu : (\) pembaogunao roang tunggu di lokasi pelabuhan; (2) kamar 
mandi umum; (3) baotuan pembangunanlrenovasi mesjid". 

B.	 Pebdapatao AsD Desa (PADes) 
I.	 Meowut bapaklibu, apakab desa mempooyai kekayaan sumber daya alam yang berngam yaog berpotensi 

mendatangkaD PADes ? 
lawab : '"Sebenamya dari desa Jagob dari SOA tidak ada tapi dari leta\< geogmfis ada pelabuban ferry dan 

pelabuhan Mom. Selain itu disektor perkebunan (karet) dan tenninal angkutan umum 
kesemuannya itu kaIau dioptimalkan dengao kala lain dimaofaatkan dengao sebenamnya akan 
meodataogkaD PAVes yang tidal< sediJdt Setabu saya untuk pelabuhan ferry dan terminal belum 
ada pelimpahan wewenang ke desa untuk mengurusi masih dibawab pemkab dalam bal ini diIlas 
perbubungan kabupaten Lingga". 

2.	 Menwut bapaklibu, apakab pemerintab desa pemah atau telab melakukao pendataan potensi swnberdaya? 
apakah pernah di ekspos? 
Jawab :	 "Belwn ada pendataan potensi sumberdaya karena bahwasanya desa Jagob tidal< memiliki 

sumberdaya dan iuisialifdari pemerintah desa tidal< ada juga". 

II.	 Pertanyaab Votbl<: KETUA RW. 01 DVSUN IJAGOH 
A.	 ADggarab Pndapatab Belabja Desa (APBDes) 
I.	 Meowut bapaklibu, bagaimaoa partisifusi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes 

terutama dari RW yang bapak pimpin ?
 
Jawab : "Tingkat kebadiran dan partisipasi musyawarab aotusias".
 

2.	 Menwut bapaklibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak 
pimpin, apakab sering dilOlak atau dit"";.ma? 
Jawab : ~karena memang usulan dari masyarakat kbususoya RW yang saya pimpiu AlbamdulUlah 80% 

diterima". 

3.	 Menwut bapaklibu, sejaub yang bapak tabu apa saja beotuk pembangunao yang dibiayai dari ADD terutama 
diwilayab RW yang bapak pimpin? 
Jawab :	 "karena memaog usulan dari masyarakat kbususnya RW yang saya pimpin Albamdulillab 8O"A. 

dit.erima" . 

4.	 Menwut bapaklibu, apakab pembangun8b tersei>ut sudab dengan kebutuhan masyarakat di wilayab RW yang 
bapak pimpin? 
Jawab : "menwut saya pembanguan fisik/non fisik yang sudab dibiayai ADD Albamdulillab sudab sesuai 

dengao keinginan masyarakat". 

12.	 PertBoyaab Vbtuk: KETUA RT. 01 RW.01 JAGOH 
A.	 Aoggarao Peodapotan Belaoja Desa (APBDes) 
I.	 Menwut bapaklibu, hagaimana partisifusi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes 

terutama dari RT yang bapak pimpin ?
 
Jawab : "kurang banyal< baDya 4 orang".
 

2.	 Menwut bapaklibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak 
pimpin, apakab .ering ditulak atau diterima? 
Jawab: "ditetima, karena usulan dari RT tidal< baoyak dan memang menyentub langsung ke masyarakat". 
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3.	 Menurot bapaklibu, sejauh yang bapak tabu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dati ADD tenltama 
diwilayab RT yang bapak pimpin?
 
Jawab : "tempat peristirahatan dislokasi pekuburan".
 

4.	 Menurut bapak/ibu, apakah pembangunlUl tersebut sudah denglUl kebutuhan masyarakat di wilayab RT yang 
bapak pimpin? 
Jawah :	 "kurang sesuai karena sampai sekarang belum terbangunnya batu miring diwUayab pekuburan 

yang diinginkan masyarakaf'. 

4. Pertanyaan Untuk: KEPALA DESA SUNGAI BULUH. 
A. ()tonomiJ>osa 
I.	 Menurut bapaklibu, apa yang bapak/ibu ketabui tentang otonomi desa? 

Jawab :	 "pemberian kekoasaan penuh 0100 pemerintab kabupaten kepada desa untuk mengurus dan 
memberdayakan sumberdaya alarn dan manusia ". 

2.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasilpenerapan otonomi desa temtama ootuk desa yang bapak 
pimpin selama ini ? 
Jawah :	 "untuk membuat kebijakan di daIam desa barus semua dengan musyawlll1lb untuk mofakat karena 

negara Idla adalab negara demokrasi ". 

3.	 Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan pengbambat terbadap pelaksanaan alau 
penerapan otonomi desa di Kecwnatan Singkep 
Barat ? 
Jawah :	 "Faktor pendorong : wacana ylUlg berkemballg ditengab masyarakat yang sifalnya sesuai denglUI 

aturlUl yang berlaku. Faktor pengbambat : tidak adanya pelimpaban wewenang dati pemerintab 
kabupaten ". 

B.	 Desentnllisasi Keuangan 
I.	 Menurut bapaklibu menyangkut pelimpaban kewenanglUl keuangan, apa saja kewC08DglUI yang diberikan 

kepada desa ? 
a.	 A10kasi Dana Desa (ADD) dari pemerintab kabupaten? Ya 
b.	 Memoogut pajak/retribusi daerab? sebutkanjeniSllya ?
 

- PBB, Pembagian basU karet, retribusi perikanan
 
c.	 BanluaD keuanglUllainnya ? sebutkan kalau ada ?
 

-Retnbusi angkutan kendaraan barang, tamhatan perabu, pengusaba setempat.
 

2.	 Menurut bapak. apakab jumlab dana ylUlg diberikan kepada desa sesUBi denglUl beban langgung i_wah yang 
dijalankan? 
Jawah : "sesuai, karena selama ini baik anggaran ootuk operasional maupun untuk pemberdayaan tidak 

tercover semuanya melainkan bertabap sesuai dengan RPMJDes". 

3.	 Menurut bapaklibu, denglUl besaran jumlab dana yang telab ditelapkan dari pemerintab kabup3len dan telah 
diterima oleb pemerintab desa, apakah pemerintab desa mengalwni dan merasa kesulitan dalwn membiayai 
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ? jelaskan alasanya 
Jawah: 

4.	 Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintab desa mengalami peningkatan dari taboo ke tahun ? 
Jawah : "ya". 

5.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terlJadap kemajuan pembangunan di desa ? 
Jawah	 : "untuk pembangunan khususnya fisik terasa kurlUIg karena keinginan masyarakat yang banyak 

yang dituangkan dalam RPJMDes maka tidak terpenuhi semuannya". 

6.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terlJadap aktivitas dari lembaga sosial 
kemasyarakatan yang ada di desa seperti KarlUIg TIllUlI8. PKK, LPM?. 
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Jawab : "sangat berpengaruh karena selama ini bantuan untuk karang taruna,PKK, rutin diberikan dan 
dengan dana tersebutlah kegiatan itu dilaksanakan sesuai keinginan masing-masing lembaga sosial 
Isb ". 

C.	 Anggaran Pendapalan Belanja Desa (APBDes) 
I.	 Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk. baku atau format yang sudab disediakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lingga yang hams diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya? 
lawab : "ada, yaitu: untuk pemberdayaan dan tisik 10%, untuk operasional 30"/0 dari total anggaran 

ADD". 

2.	 Bagaimana tahapan-tahapan proses penyusuoan APBDes yang bapak lak-anakan? 
Jawab	 : "dengan melakukan musyawarnb desa dengan merujuk. dari RPJMDes tahun 2010-2015 yang 

ditentukan dengan skala prioritas". 

3.	 Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes)? 
Jawab:" seluruh kelembagaan yang ada di desa (RT, RW, Karang Tanma, PKK)". 

4.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifusi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 
Jawab : "partisipasi masyarakat antusias terlibat dari kehadiran masyarakat dan dalam pemberian usulan, 

argumen yang beraneka ragam". 

5.	 Menurut bapak/ibu, hagaimana proses menentub.n pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes 
? 
Jawab : "dengan menggunakan skala prioritas dengan acuan kegiatan yang ada di RPJMDes". 

6.	 Menurut bapak/ibu, hagaimana keleluasaanlkebebasan masyarakat dalam menentukan 
keinginannyalpilihannya terhadap kegiatsn baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan dalam APBDes? 
Jawab :	 "sebenamya kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya tidal< terhalllS, tapi dalam 

menyusun RAPBDes tetap mengacu pada RPJMDes". 

7.	 Menurut bapak/ibu, sejauh mana kelerh'batan pemerintah kabupaten dan kecama1an dalam setiap tahap 
penyusunan APBDes ? 
Jawab : "ket:rrb1>atan kecamatan dalam hal ini sangat IitaI karena APBDes selalu dicel<ldiperiksa oleh pihak 

kecamatsn ses...u dengan ketentuaD yang berlaku". 

8.	 Menurut bapak/ibu, pemahkah Pemerintah Kabupalen Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan 
atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa? 
Jawab : "pemah, karena dianggap tidal< sesuaifpenyimpangan penggunaan anggaran". 

9.	 Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui? 
Jawab:	 "Transparansi kepada pemerintah melalui SPJ, dan ke masyarakat diJakukan dengan cara 

mengundang dan mengadakan rapat dan me'1iabarkannya secara lerbuka". 

10.	 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang pemab dilalrukan ? 
Jawab :	 "Mengundang masyarakat berserta elemen kemasyarakatan yang ada di desa dan menjabarl<an 

secara terhuka rincian dana yang lelah digunakan khusumya pembangunan fisik yang didanai oleh 
ADDn

. 

II.	 Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilalrukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Lingga JIUIlllllIIl oleh masyarakat ? 
Jawab : "Pengawasan dan penggunaan dana dila1rukan oleh tim peIaksana desa yang diawasi oleh BPD, 

sedangkan pengawasan oleh pemerintah kabupaten tidal< ada secara langsung tetapi melalui SP1". 

12.	 Menurut bapaklibu, hagaimana partisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi penggunaan 
APBDes? 
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Jawab:	 "pro aktif'. 

D.	 Pendapatan Asli Desa (PADes) 
I.	 Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PAIles ? 

Jawab :	 Iolada.". 

2.	 Kalau ya. sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes rersebut ? 
Jawab : "(I) retnbusi kendaraan angkutan barang, (2) tambatan perahu., (3) partisipasi pengsusaha 

serempat". 

3.	 Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu me:ngba.silkan PADes ? 
Jawab : 

3.	 Menurut bapaklibu., apakah desa sudab optimal dalam meningkatkan PAIles, mengapa? 

Jawab :	 "sudah, karena dalam pungutan PAIles sudab optimal dan tidak ada lagi celah untuk 
mendatangkan PADes". 

4.	 Menurut bapaklibu., spa penyebab rendahnya PAIles yang diperoleh desa ? 
Jawab : "tidak ada penyebab". 

5.	 Menurut bapaklibu., apakah dess mempunyai kekayaan sumber daya aJam yang beragam yang berpotensi 
mendatangkan PADes ?
 

Jawab: "ada. seperti: air bersih, tambang tintah, tambang bouksif'.
 

6.	 Menurut bapaklibu., bagaimana keleluasaanlkebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam desa 
yang berporensi mendatangkan PADes ? 
Jawab : "karena seJama ini sumberdaya aJam yang berpotensi seperti tambang timah belum bisa ditarik 

PAIles karena ada aturan pemerintah yang mengangkanginya dan tidak bisa melanggarnya". 
7.	 Menurut bapak/ibu., apakah sumber-sumber yang sangat potensiaJ mendatangkan PADes dikuasai dan 

dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan 
Jawab: "Ya. seperti : timah dan bouksit". 

8.	 Menurut bapaklibu., bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam desa untuk 
mendatangkan PADes ?
 
Jawab : "Belum maksimal karena terbentur masalah dana dan peraturan daerah".
 

9.	 Apakah desa pemah mengeluarkan perdes rentang pemanfaatan sumberdaya alam desa yang bertujuan untuk 
mendatangkan PAnes ? 
Jawab : "Belum pernah". 

10.	 Menurut bapaklibu., bagaimana dalam implementasinya apakah perdes rersebut mendapat 
tantanganlpeno1akan dari pihak kabuparen ? 
Jawab : 

I\.	 Apakah desa membentuk lembagalorganisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan moogelola PAIles ? 
Jawab : "ya. pelimpahan dari desa sudab ada ke LPMDes lapi untuk sementara masih pemerintah desa 

yang memungut dan meogelola PADes". 
E.	 Badan Usaha Desa (BUMDes) 
I.	 Apa yang bapaklibu ketahui tentang Badan Usaba Milik Desa (BUMDes) ? 

JawaI> ; "Badan usahn yang didanai dan dikelola oleh desa untuk meroatang)<an keuntungan bagi des&". 

2.	 Menurut bapaklibu, apakah desa mempunyai sumberdaya dess yang cukup potensial untuk diusabakan dan 
dikeJola daJam bentuk BUMDes? 
Jawab : "ada. contoh: air bersih". 
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3.	 Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidaklbelum mampu mendirikan BUMDes 
? 
Jawab :	 "karena terbentur masalab dana untuk pendirian BUMDes, dan juga SDM yang mengelola 

BUMDes belum ada dan butuh pelatiban". 

S. Pertanyaao Uotuk : KEPALA DUSUN ill SUNGAI BULUH 
A. Deseotraliusi Keuaopo 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa ? 

lawab : "Culrup berpengaruh, kalau di\ibat dari pembangunan fisik kemajuan yang dicapai saogatlab 
minim. Ini mungkin sesuai deogan anggaran ADD itu seodiri dan l:alau pemberdayaan culrup 
dapat dirasakan, sebagai cootoh : saoggar seoi, PKK". 

2.	 Meourut bapaklibu, bagaimaoa pengaruh pemberiao ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa ? 
lawab:	 "Pengaruh dari pemberian ADD terbadap PICK, Karaog Tanma, pasti ada. Yang jelas kegiatao

kegiatao yang dilaksaoakao lembaga sosial kemasyarakatao akao terbantu dan kegiatao akao 
berjalan ke arab lebih baik". 

B.	 Anggarao Peodapatao Belaoja Desa (APBDes) 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat tenJtama dari dusun yang bapak pimpin dalam 

mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 
lawab : "Kalau partisipasi masyarakat jelas ada, seperri dari perwakilan lembaga kemasyarakatan, ketua 

RW, RT". 

2.	 Menurut bapaklibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihao kegiatwi yang akao dimasukan daIam 
RAPBDes? 
lawab : "dalam meneotukan pilihan kegiatao diterapkao sistem prioritas dengan me\ibat keguoaan, 

manfuat, kebutuhan, tapi!idak meoyimpang dari RPJMDes". 

3.	 Menurut bapaklibu, bagaimaoa keleluasaanlkebebasao masyarakat daIam menentukan 
keinginannya/pi\ihannya terbadap kegiatao baik pembaogunan fisik maupun pemberdayaan yang akao 
dimasukao daIam APBDes? 
lawab : "Masyarakat!idak dibalDsi keinginannyalpilihannya tapi untuk pembaogunan fisik tetap mernjuk 

dari RPJMDes sedaogkao pemberdayaan ditentukan daIam rapatlmusyawarah APBDes Isb". 

6.	 Pertaoyuo Uotuk: KETUA LPM DESA SUNGAI BULl;H 
A.	 Peodapatao AsU Desa (pADes) 
I.	 Menurut bapaklihu, bagaimana peran LPMDes selama ini ? 

lawab : "Peran LPMDes di setiap kegiatannnya berjalan dengan keinginao dan mang lingkupnya daIam 
hal memberdayakao masyarakat, sepeni lregiatao kepemudaan dan olab raga berjalan aktif dan 
!idak ada kendala. Dihidaog Kesenian sudab ada Saoggar Seni. Secanl Ull'um peran dari LPMDes 
didesa ini proaktifdi segala bidang dHJam memberdayakao masyarakat". 

2.	 Menurut bapaklibu, apa saja yang telab dilakukao oleh LPMDes selama ini terutama dalam upaya 
mendatangkan PADes ? 
lawab:	 "Deogan cora memberikao masukao atau saran-saran kepada pemerintah desa dari sektor mana 

saja atau apa saja yang belum dioptimalkan daIam mendataogkao PAVes". 

3.	 Menurut bapaklibu, mengapa LPMDes !idak dapat menjalankao fungsinya secara optimal ? 
lawab : "LPM Desa Sungai Bulub sudab menjalankao fungsinya secara optimal". 

4.	 Menurut bapak/ibu, bagaimaoa kem!lll1puan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes ? 
lawab : "Baik, Struktur orgIIIlisasi LPMD memang sudab dibust dengan sedemikian nJpa sesuai dengan 

sumberdaya manusia yang ada di masing-masing seksi dari strukIur organisasi LPM dengan arti 
kala orang yang dudak dipengurusan LPM dipilih sesuai dengan bidaog keabliannya jadi sudab 
!idak ada Iagi pengurus yang !idak tabu akao fungsi dan tugasnya". 

5. Menurnt bapaklihu, bagaiamaoa dorongan pemerintab l:abupaten dalam memberdayakao LPMDes ? 

41444.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



173 

J.wah :	 "Dorongan yang diberikan pemerintab kabupaten selam. ini yaito dengan memberikan bantuan 
dan opemsion.l LPM setiap tablOlDy' dan melakukan pel.tihan untuk keloa LPM tentang 
bagaim.n memberdayakan masyarakat yang ada di desa masing-masing". 

B.	 Hadan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
1.	 Menurut bapaklibu, bagaimana up.y. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) daIam 

mempelopori lahimya BUMDes ? 
J.wah : "Sesuai dengan fungsi dan tugasnya LPMDes akan selalu mencari cara b.gaiman. 

memberdayakan masyarakatnya. salah satunya dengan membentuk BUMDes tapi ito tidakJah 
mudah dan gampang. Pertama LPM akan mencoba membuat/merintis baIai latihan kelja (BLK) 
dan mendirikan koperasi dan dari dua badan usaha ini nantinya cikal bakaI lahimy. BUMDes 
yang ada desa kami". 

2.	 Menurut bapaklibu, apa saja kendaJa atan bambatan yang dih.d.p; LPMDes daIam merintis usaha desa 
untuk dijadikan BUMDes ?
 
Jawah : "KendaJa yang dihadapi adaIah masalab Idasik alan masalah dana (dana sangat terbatasr.
 

6.	 Pertanyaao Untok: KETUA KARANG TARUNA DESA SUNGAI BULUH 
A.	 Desentralisasi Keuangao 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaim.na pengaruh pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa 

kbususnya tertwdap Karanag Taruna? Menurut bapaklibu, bagaim.n. pengaruh pemberian ADD terhadap 
aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dII ? 
Jawah :	 "Pengaruh pemberian ADD cukup berpengaruh terbadap lembaga kemasyarakatan karang taruna 

karena dari dana lSh karang taruna dapat meIakukan pemberdayaannya khususnya kegiatan
kegiatan kepemudaan dan olebrags". 

2.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terbadap aktivitas dari lembaga sosial 
kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM?. 
Jawah: "Seperti disebutkan tadi aktivitas lembaga sosial kemasyarakatan terbantu, seperti kegiatan 

olahraga". 

3.	 Menurut bapaklibu, apa saja bentuk kegiatan karang IarUDa yang mendapat bantuan dana dari ADD? 
Jawah : "adapun kegiatan yang mendapat bantuan dari ADD adalah di bidang <>labraga bola kaId dan bola 

volin. 

7.	 Pertanyaan Uotok: TOKOHMASYARAKATDESA SUNGAI BULUH 
A.	 Desentralisasi Keuangao 

Menurut bapaklibu, bagaim.na pengaruh pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa bail< 
sarona fisik, keagam••n, Keseniao, dII? 
Jawah : "SaDgat meodukung karena selama ini pembangunan sarona fisik memang ada, seperti : Bantuan 

SaDggar Seni, dan bantuan masjid". 

B.	 Anggaran Pendapatan Belaoja Desa (APBDes) 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana keleluasaanlkebebasan masyarakat dalam menentukan 

keinginannyalpilihannya ternadap kegiatan baik pembangunan fis;l( maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan dalam APBDes? 
Jawab : "kebebasan masyarakat daIam menentukan keinginanlpilibannya tidak dibatas~ tapi dari usulan 

masyarakat lSb dibuat secara skala prioritas mana yang penting dan menyentuh masyarakat 
Iangsung didahuluIran". 

2.	 Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarab penyusunan rencana Anggaran Pendioparan dan 
Belanja Desa (APBDes) ? 
Jawah: "Dusun, RT. RW.lembaga kemasyarakatan desa, tokob masyarakat, PKK.". 

8.	 Pertanyaan Untuk: KETUA BPD SUNGAI BULUH 
A.	 Anegaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses peoyusunan RAPBDes ? 

Jawah :	 "partisipasi dari masyarakat jelas sangat tinggi. dalam hal ini masyarakat diwakili oleb Iokoh
tokohnya serIa lembaga kemasyarakatan Iainny. karen. dari perw.kilan lSb akan timbul 
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idelmasukan yang nantinya akan dijadikan perdes APBDes tapi semua itu tidak terlepas dari 
RPJMDes yang telah disusun sebelumnya untuk fisik. Sedangkan untuk pemberdayaan sesuai 
basil musyawarah desa ". 

2.	 Menunn bapaklibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat dalam menentukan 
keinginaonyalpilibannya terbadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan daJam APBDes? 
Iawab ; "Sudah jelas mencerminkan aspirasi masyarakat pads umumnya karena dari ide/masukan 

masyarakat Isb sebagai bahan untuk pembuatan APBDes, kbususnya fisik tetap mengacu ke 
RPJMDes dan pemberdayaan dari aspirasi masyarakat yang telah disaring dan ditetapkan 
prioritas". 

3.	 Menunn bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 
Jawah :	 "Disini penggunaan APBDes memang terlJuka dan akuntabel sehingga masyarakat akan tabu 

kemana dan untuk pos apa saja realisasi dari anggaran APBDes digunakan dan apakah telah sesuai 
dengan keinginan dari masyarakat dan tidak menyimpang dari APBDes itu sendin~. 

9.	 Pel1nyun Untuk: KETUA PKK DESA SUNGAI BULUH 
Desentralisasi Keuangan 
Menunn bapaklibu, apakah PKKmendapat bagian dari danadan bagaimana pengarub pemberian ADD 
terlJadap kegi8lllD PKK ? 
Jawab : "sangat positifuntuk menunjang kegiatan dan aktivitas PKK". 

10.	 Pertanyun Untuk: KAUK EKBANG DESA SUNGAI BULUH 
A.	 Anggaran Pendapatan Betanja Dcsa (APBDes) 

Menunn bapaklibu, l>agaimana pengarub pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa? 
Iawah : "Pemberian ADD sangat berpengaruh terlJadap pembangunan desa terutama daJam bidang 

pemberdayaan, contoh : PAUD, Posyandu, PKK, Sanggar seni salah satu yang mendapat bantuan 
ADD dan ketiga lembaga ini dapat melakukan pemberdayaannya, tapi jika dihubungkan dengan 
pembangunan fisik biaya ADD ini sangat keeil dan hanya bisa memperbaiki". 

B.	 Pendapatan Asli Dcsa (pADes) 
I.	 Menunn bapaklibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya slam yang beragam yang berpotensi 

mendatangkan PADes? 
Jawab ;	 "Setiap desa teom memiliki sumberdaya aIam tetapi semuanya tergantung dari kemampuan kepaJa 

desa, BPD dan selurub jajaran pemerintab desa di daJam mencari investor untuk hiss mengolah 
potensi sumberdaya slam tsb, tetapi semuanya harus mengarah keterlJukaan artinya harus ada 
perdes yang mengatur masalah PADes seperti tentang petugas pungul, pemanfaatanny8, dan 
pertanggungjawabannya". 

2.	 Menunn bapaklibu, apakah pernerintab desa pemah atau telah melakukan pendataan poteosi sumberdaya? 
apakah pemah di ekspos? 
Jawab : "1. Pendataan potensi SDM dihidang penghasilan sudah di\akukan tetapi masyarakat sulit 

memberikan data yang benar. Hal ini menyangkut masalah pajak lD3Upun masalah bantuan 
seperti rasIctn yang mungkin takut tidak mendapatkannya". 

2.	 Pendataan potensi SDA telah di\akukan terutama dibidang perlaDlbangan maupun Jahan
Iahan kebun karet. Untuk mengekspos selama ini hanya dilakukan melalui proposal maupun 
lisan dari kepala desa terbadap pejabat ditemuinya. Ekspos melalui media elektronik seperti 
website/internet belum dapat dilakukan mengingat keterbatasan sarana dan SDM". 

11.	 Pertanyun Untuk: KETUA RW. 01 DUSUN I DESA SUNGAI BULUH 
A.	 Anggaran Pendapatan Belanja Dcsa (APBDes) 
1.	 Menurut bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes 

terutama dari RW yang bapak pimpin ?
 
Jawab: "Tingkat kebadiran tidak terlalu banyak".
 

2.	 Menunn bapaklibu, bagaiamana usu1an-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak 
pimpin, apakah sering ditolak atau diterima? 
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Jawab:	 "karena memang untuk pembangunan fisikberdasarlcan RPJMDes yang telah ada, dan untuk non 
fisik khusus di wiJayah RW ini tidak ada usulan ". 

3.	 Menurul bapaklibu. sejauh yang bapak tabu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama 
diwilayah RW yang bapak pimpin?
 
Jawab : "Di RW ini setabu saya untuk pembangunan bangunan tidak ada, tapi renovasi ada yaitu surau".
 

4.	 Menurut bapaklibu. apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakal di wiJayah RW yang 
bapak pimpin?
 
Jawab : "saya rasa sudah".
 

U.	 Pertanyaan Untuk: KETUA RT. 0] RW.OS DESA SUNGAl BULUH 
A.	 Anggaran Pendap8tan BeJanja Desa (APBDes) 
I.	 Menurut bapaklibu. bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes 

terutama dari RT yang bapak pimpin ? 
Jawab : "aktifkebadiran masyarakat dalam musyawarah RAPBDes". 

2.	 Menurut bapak!ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terntama RW yang bapak 
pimpin, apakah sering diloJak atau diterima? 
Jawab: "tidak ada, karena apa yang diusulkan dari RT ini sudah ada yang mendanai P3DK". 

3.	 Menurut bapaklibu. sejaub yang bapak tabu apa saja bentuk pembangunan yang dtbiayai dari ADD terutama 
diwiJayah RT yang bapak pimpin? 
Jawab: "Dalam wilayah RT saya tidak ada pembangunan yang dibiayai oleh ADD". 

4.	 Menurul bapak!ibu. apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuban rnasyarakat di wilayah RT yang 
bapak pimpin? 
Jawab : 

4.	 PertanyaBn Untok: KEPALA DESA SUNGAl RAYA. 
A.	 Otonomi Desa 
I.	 Menurut bapak!ibu, apa yang bapak!ibu ketahui tentaog utonomi desa? 

Jawab :	 "Sesuai dengan definisi desa itu bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memilild balas
baIas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarIam asaI usuI dan adat isIiadat setempal yang diakui dan dibormati daIam sistim 
pemerintaban negara Republik Indonesia ". 

2.	 Menurut bapak!ibu. bagaimana implemenlasilpenerapan otonomi desa terutama untuk desa yang bapak 
pimpin selama ini ? 
Jawab: "Penerapan otonomi desa pada saat ini belum sepenubnya berjalan dengan baik ". 

3.	 Menurut bapaklibu. apa saja yang menjadi faktor pendorong dan pengbambat terbadap pelaksanaan alau 
penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep
 
Bam?
 
Jawab :
 

B.	 Desentralisasi Keuang&o 
I.	 Menurut bapaklibu menyangkut pelimpaban kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang diberikan 

kepada desa ? 
a. A10kasi Dana Desa (ADD) dari pemerintab kahupa!en? Ada 
b. Memungut pajaklretnbusi daerah? sebu1kan jenisnya ? tidak ada 
c. Bantuan keuangan lainnya ? ""butkan kalau ada ? tidak ada 

2.	 Menurut bapak, apakah jumlah dana yang dtberikan kepada desa sesuai dengan beban taoggung jawab yang 
dijalankan? 
Jawab : "Sebagai desa pemekaran untuk tahap awal dirasakan sesuai dengan tanggung jawab, namun 

untuk kelanjutao jalannya sebuah desa dengan dana yang diberikan saat ini memang tak sesuai 
dengan beban taoggung jawab yang dijalankan". 
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3.	 Menurut bapalcIibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintab kabupaten dan telah 
dilerima oleb pemerintab desa, apakah pemerintab desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai 
urosan yang menjadi tanggungjawab pemerintab desa ? jelaskan alasanya 
Iawah : "Jumlab dana yang diberikan pemerintah kabupaten yang diterima desa saat ini sudab agak 

meningkat dari taboo-taboo sebelumnya, namoo ootuk kelanjutan jalannya sebuah desa perlu ada 
peningkatan setiap tabunnya agar dalam membiayai urusan yang menjadi tanggung jawah desa 
dapat terJaksana dengan bail< dan maksimal". 

4.	 Apakah jumlab dana yang diberikan kepada pemerintab desa mengalami peningkatan daTi taboo ke taboo ? 
Jawah : "Benar". 

5.	 Menurut bapalcIibu, bagaimana pengarub pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa ? 
Jawah : "Untuk tahap awal cukup berarti karena dapat membangun apa yang dibutuhkan masyarakat dalam 

skala prioritas yang kecil-kecillrehap". 

6.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pengarub pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga 5Osia! 
kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PICK, LPM? .. 
Iawah : "Untuk saat ini pemberian ADD ootuk lembaga desa Isb belum begilll berarti disebabkan faktor 

utama belum adanya pembinaan terbadap lembaga tsb dari pihak pemerintah kemudian kurangnya 
SDM yang menduduki kelembagaan tsb dan masib minimnya ploting dana ke lembaga Isb 
dikarenakan lebib banyak digunakan untuk pembangunan fisik ". 

C.	 Anggaran Pe:lliapalan Belanja Deoa (APBDes) 
I.	 Dalam pembualan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudab disediukan oleb 

Pemerintab Kabupaten Lingga yang barns diikuti oleb Pemerintah desa, seperti apa bentuknya? 
Iawah : "Bentuk format ISb ada di dalam peraturan menteri dalam negeri no. 37 taboo 2007. yaitu tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa". 

2. Bagaimana lIIbapan-lIIbapan proses penyusunan APBo.. yang bapak laksanakan? 
Jawah : "Untuk belanja rutin dan operasional desa di rancang oleb sekretaris desa dan bendabara desa yang 

kemudian rancangan ISb diajukan/disampaikan kepada desa. Untuk pemberdayaan dan 
pembangJman dirancang oleb kepala urosan pembangunan beketjasama dengan tim TPD desa, 
kemudian setelah selesai dimusyawarahkan dengan pemuka masyarakat dan lembaga yang ada di 
desa, apabila telah disetujui oleb para pemuka masyarakat dan lembaga ISh barn rancangan ISh 
diajukan kepaIa BPD untuk dibabas dalam paripuma BPD, setelah disetujui oleb BPD, maka BPD 
mengundang kepala desa untuk mengesahkan RAPBo.. menjadi APBDes setiap tabunnya". 

3.	 Siapa saja masyarakat yang dioodang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran P""dapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) ? 
Jawah : "Lembaga yang ada di masyarakat seperti : RT, RW, Tokoh Masayarakat, Pemuda. PICK, dan Tokob 

Agama serta unsW" yang ada di masyarakat yang dipandang perlu ootuk hadir dalam pembahasan 
RAPBDes". 

4.	 Menurut bapaklibu, bagaimana partisi1ilsi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 
Iawah : "Saat lui partisiJlllSi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes cukup memuaskan 

sekali karena masyarakat sekarang sudah banyak man mengutarakan pendapat kearah perbaikan di 
dalam merwnuskan RAPBDes". 

5.	 Menurut bapaklibu, bagaimana proses menentukan pilihan kegialan yang ukan dimesukan dalam RAPBDes 
? 
Jawab : "Didalam menentukan pilihan kegiamn yang dimasukan dalam RAPBo.. adaIab berdasarkan 

kebutohan bukan keinginan". 

6.	 Menurut bapaklibu, oogaimana keleluasaanlkebebasan masyarakat dalam menentukan 
keinginannyalpilibannya le7hadap kegiamn bail< pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang ukan 
dimasukan dalam APBo..? 

41444.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



177 

Jawab : "Masyarakat pada saat ini sudah cukup kritis di mana sebagai pemerintab desa banya dapat 
mengambil kebijakan 40% dan yang 60"10 adalah masyarakat itulah realita saat ini". 

7.	 Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintab kabupaten dan kecamatan dalam setiap tabap 
penyusunan APBDes ? 
Jawab : "Pemerintab kabupaten dan kecamatan banya megoreksi tabapan penyusunan APBDes tsb, apakah 

dalam penyusunan Isb ada yang tidal< sesuai dengan peraturan yang ada". 

8.	 Menurut bapak/ibu, pemabkah Pemerintab Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan 
atau mengbapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa? 
Jawab : "Pernah, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berWru saat ini, karena pemerintab 

kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat adalah pembina desa yang ada diwilayab 
kabupaten dan kecamatan ini, agar di dalam penyusunan APBDes dari taboo ke taboo ada 
peningkatan ke arab lebih baik". 

9.	 Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui? 
Jawab :	 "Membuat Iaporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupari melalui Camat, sesuai 

dengan antara perundang-undangan yang berlaku". 

10.	 Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang pernab dilakukan ? 
Jawab :	 "Untuk saat ini pertanggungjawaban kepada masyarakat secara formal belum ada, pernab 

konsultasi dengan pemerintahan kabupaten tentang LKPJ osmun bal itu belum ada penerapan 
secara detail". 

II.	 Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleb Pemerintab Kabupaten 
Lingga maupun oleb masyarakat ? 
Jawab :	 "Pengawasan yang dilakukan pihak kabupaten adaIah dengan meneliti perdes tentang penggunaan 

dana se!iap tahunnya apakab ada dimuat daIam perdes Isb yang tidak sesuai dengan aturan yang 
ada. Oleb masyarakat di awasi oleb badan dan lembaga yang ada di masyarakat". 

12.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana parrisipasi dan akses masyarakat daIam mengontrol realisasi penggunaan 
APBDes? 
Jawab : "Untuk saat ini masyarakat sudab lebih dulu mengetahui hal yang akan dIbangun sebelum 

APBDes Isb digunakan karena wakiI-wakil masyarakat daIam penyusunan APBDes mereka 
badir". 

D.	 PeDdapataB Asli Desa (PADell) 
I.	 Apakah desa yang bapak pirnpin mempooyai PADes ? 

Jawab : "tidak". 

2.	 K.aIau ya, sebutlcan sumber-somber penerimaan PADes tersebut ? 
Jawab: 

3.	 Kalan tidal<, mengapa desa tidal< marnpu mengbasilkan PADes? 
Jawab:	 "Da1arn tabap awal jalannya desa memang agka sulit untuk mengbasilkan PADes dikarenakan 

yang akan dipoogut atau yang diambil ootuk dijadikan PADes kbususnya di desa Sungai Raya 
saat ini belum ada. Namun untuk ke depan Icarci sudah merencanakan untuk dapat mengb!lSiIkan 
PADes ISb". 

3.	 Menurut bapak/ibu, apakab desa sudah optimal daIam meningkatkan PADes, mengapa? 
Jawab:	 "Untuk peningkatan PADes saat ini belum optimal karena pada saat ini SDm cukup namoo sosial 

kemasyarakatan belum begitu baik dan perlu adanya bimbingan terbadap lembaga yang akan 
mengelola PADes". 

4.	 Menurut bapak/ibu, apa penyebab rendabnya PADes yang diperoleb desa ? 
lawab: 
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5.	 Menurut bapak/ibu, apakab desa mempunyai kekayaan sumber daya a1am yang beragam yang berpotensi 
mendatangkan PADes ? 
Jawab: "Punya, Terotama untuk desa Sungai Raya untuk dijadikan PADes ito ada, Cuma saat ini sistem 

pengelolaan yang belum ada, pembinaan kearab inilab yang akan kami adakan" . 

6.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaanlkebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya aIam desa 
yang berpotensi mendatangkan PADes ? 
Jawab : "Apabila SDA yang ada belum dikelola oleb kabupaten maka desa berbak penuh untuk mengelola 

hal ito untuk dijadikan PADes dengan persyaratan barns ada payung bukumnya yaito peraturan 
desa". 

7.	 Menwut bapak/ibu, apakab sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan 
dimanfaatkan oleb pihak kabupaten ? jelaskan
 
Jawab : "Untuk di desa Sungai Raya saat ini belum ada kabupaten mengelola SDA yang potensia\".
 

8.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam desa untuk 
mendatangkan PADes? 
Jawab :	 "Kami dari pemerintab desa saat ini daIam tabap meminta pendapat dan saran kepada segenap 

pemuka musyarakat agar kc depan di desa ini sudah dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang 
ada untuk dijadikan PADes, tentunya daIamjangka waktu yang agak panjang". 

9.	 Apakah desa pernah menge1uarl<an perdes tentang pemanfaalan sumberdaya a/am desa yang bertujuan untuk 
mendatangkan PADes? 
Jawab : ~Belumtt. 

10.	 Menwut bapak/ibu, bagaimana daIam implemenlasinya apakah perdes tersebut mendapat 
tantanganfpenolakan dari pihak kabupaten ? 
Jawab: 

II.	 Apakah desa membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan mengelola PADes? 
Jawah: "Sudab, namun pada saat ini belum berjalan maksimal". 

E.	 Badan Usaba Desa (BUMDes) 
I.	 Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ? 

Jawab: "Sebuah badan usaha yang sepenuhnya dikelola oleb desa". 

2.	 Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial untuk diusahakan dan 
dikelola daIam bentuk BUMDes? 
Jawah : "Rencana ke depan !<ami akan membuat sebuah perkebunan karet yang dikelola oleb LPMD 

dengan laban untuk tabap awal ± 20 Ha". 

3.	 Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintab desa yang bapak pimpin tidaklbelum marnpu mendirikan BUMDes 
? 
Jawab : "Sebenarnya ada potensi }ang bisa dibuat alau didirikan BUMDes, namun masyarakat menilai 

bahwa kemajuan sebuah desa dilihat dari pembangunan fisik saja. Sebenarnya !<ami ingin 
menggunakan dana ADD untuk mendirikan sebuah BUMDes yang bergerak dIbidang perkebunan 
karet, namun sebgaian besar masyarakat belum mau dana ADD digunakan kearab ito". 

5. Per1anyaan Untuk: KEPALA DUSUN U SUNGAI RAYA 
A. DeseIItralisasi Kenangan 
I.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa ? 

Jawah : "Cukup membantu masyarakat yang keinginannya tidak bisa didanai oleb dana pendapatan desa". 

2.	 Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa ? 
Jawab : "Sangat berpengaruh dengan adanya ADD karena kegiatan yang disusun bisa terlaksana". 
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B.	 Anggaran Pendapatan BeJanja Desa (APBDes) 
I.	 Menurot bapaklibu, bagaimana partisifBsi masyarnkat terutama dati dusun yang bapak pimpin dalam 

mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 
Jawab : ~Culrup belpartisipasi". 

2.	 Menurot bapaklibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam 
RAPBDes?
 
Jawab : ~Yang sifatnya kebutuban mendesal< dan bukan keinginan".
 

3.	 Menurot bapaklibu, bagaimana keleluasaanlkebebasan masyarakat dalam menentukan 
keinginannyalpilibannya terbadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan daIam APBDes? 
Jawab:	 "Cara bennusyawarah mufakat". 

6.	 Pertanyaan Untuk: KETUA LPM DESA SUNGAI RAYA 
A.	 Pendapatan Asli Desa (PADes) 
I.	 Menurot bapaklibu, bagaimana peran LPMDes selama ini ? 

Jawab :	 "Selama ini LPM masib belum ada kegiatan maupun anggota karena anggota belum ada 
bimbingan atau sosiaJisasi agar mereka pabam dan mengerti fungsi bidangnya masing-masing". 

2.	 Menurot bapaklibu, apa saja yang telab diJakukan oleh LPMDes selama ini terutama dalam upaya 
mendatangkan PADes ? 
Jawab :	 ~Belum ada, bam rencana mengajukan ke desa di mana setiap pengo.saba yang ada di desa akan 

dipungut bayaran khususnya getah daJam perlciIooya kami ambil Rp. 100,- dati basil tsb sekian 
pmen untuk desa dan sekian pmen untuk pengelola dan rencananya kita buat penles sekian 
pmen untnk pembangunan dan sekian per.;en untnk pemeberdayaan itupun kalau desa setnju". 

3.	 Menurot bapaklibu, mengapa LPMDes tidal< dapat menjaJankan fungsinya secara optimal? 
Jawab :	 "Sebenamya LPM dapat menjaJankan fungsinya, kita hidup bermasyarnkat setiap kali mengambil 

Keputusan kita hams mendapat kala sepakat dati anggota maupun masyarnkat agar tidal< teJjadi 
kekeliroan maupun Iresa'aban". 

4.	 Menurot bapaklibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes ? 
Jawab:	 "Sebenamya sumberdaya yang menjadi pengurus masih banyak membutuhkan bimbingan dan 

dorongan dati pemerintab desa dan kecamatan". 

S.	 Menurot bapaklibu, bagailimana dorongan pemerintah kabupaten daIam memberdayakan LPMDes ? 
Jawab :	 "SeJama ini ada bimbingan pemerintah kabupaten sudab cukup lumayan ada sosiaJisasi, pelatihan 

dan bimbingan bagi ketua tetapi bagi anggota belum ada bimbingan apa saja fungsi bidang 
masing-masing. Saya berbarap ada bimbingan bagi anggota agar dapat bekeJjasama". 

B.	 6adan Ullaha Millk Desa (BUMDes) 
I.	 Menurot bapaklibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masylllllkat Desa (LPMDes) daIam 

mempelopori lahirnya BUMDes ? 
Jawab : ~Memberi dorongan kepada desa untuk didirikan koperasi desa agar masyarnkat dapat berkreatif'. 

2.	 Menurot bapaklibu, apa saja kendala atau hambatan yang dibadapi LPMDes daIam merintis usaha desa 
untuk dijadikan BUMDes ? 
Jawab: ~Bantuanatau permodalan untuk mendirikan usaha milik desa". 

6.	 Pertanyaan Untok: UTUA KARANG TARUNA SUNGAI RAY A 
A.	 Desentrallsasi Keuang&n 
I.	 Menurot bapaklibu, bagaimana pengarnh pemberian ADD teIbadap kemajuan pembangunan di desa 

khususnya teIbadap Karanag Tanma? Menurot bapaklibu, bagaimana pengarnh pemberian ADD ter!ladap 
aktivitas dati Iembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PICK, LPM, dU ? 
Jawab :	 "Sangat berpengaruh bagi desa bam terutama desa Sungai Raya yang belum mempunyai retribusi 

untnk desa. Khususnya untuk karang tanma sangat membantn daIam kegiatan yang diJakukan oleh 
pemuda. Kegiatan kepemudaan khususnya di RT. 01 RW. 01 Tangsi Rasep dengan adanya dana 
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ADD ontuk karang tanIIla dapat mendatangkan pelatih bola kaki dalam menyalurkan bakat dan 
minat pemuda ". 

2.	 Menurut bapaklibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD rerbadap aktivitas dari lembaga sosial 
kemasyarakatan yang ada di desa seperri Karang Taruna, PICK, LPM?. 
Jawab : "Dengan adanya ADD karang tanma desa Songai Raya sangat terbantu ontuk modal awal dalam 

melakukan aktivilaS sosial kemasyarakatan". 

3.	 Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk kegiatan karang tanIIla yang mendapat bantuan dana dari ADD? 
Jawab :	 "Kegiatan \wang tanIIla yang mendapat bantuan dari ADD, seperti : kegiatan keagamaan, gOlong 

royang, dan peJatihan bola kaki". 

7.	 Pertanyun Untnk: TOKOR MASYARAKAT SUNGAI RAYA 
A.	 Desentnlisasi Kenanglln 

Menmut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terbadap kemajuan pembangunan di desa baik 
sarana fisik, keagamaan, Kesenian, dIl? 
Jawab : "Pengaruh atas bantuau ADD yang dirasakan oleb masyarakat sangat baik, terIibat pads tabun 

sebelunmya 20 I0 pembangunan yang dialokasikan dari dana ADD tsb sangatlab bermanfaat untuk 
masylll1lkat dan dana 20II yang masib beJjalan tidak kalab bermanfuatnya bagi masyarakat 
setempat". 

B.	 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 
1.	 Menmut bapak/ibu, bagaim""" keleluasaanlkebebasan masYarakat dalam menentukan 

keiDginannyaipilibannya terbadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan daIam APBDes? 
Jawab :	 "Keleluasaanlkebebasanyang diberikan pemerlntab desa kepada masYarakat dalam menentukan 

keinginan terbadap pembangnnan fisik maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalm 
APBDes sangatlah transparan yang mana pemerintah desa menjaring aspirasi masyarakat sesuai 
aturan yang ada". 

2.	 Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan 
Befanja Desa (APBDes) ?
 
Jawab : "BPD, RT, RW, Kadus, Tomas, pemuda, Tokob Agarna, Tokob wanita".
 

8.	 Pertanyaan Untnk: KETUA BPD SUNGAI RAYA 
A.	 Anggarao Pendapatao Belanja Desa (APBDes) 
I.	 Menmut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 

Jawab :	 "Dengan perwa\dlan dari tokob masyarakat, lokob pemuda, tokoh &garOa dan lembaga 
kemasyarakatan yang ada didesa Songai Raya khususnya sangat berperan aktif dan antusias dalam 
penyusunan RAPBDes karena masyarakat Sungai Raya khususnya cukup memahami dengan alur
alur kelja pemerintahan desa. Deugan awal penyusunan RAPBDes iniJab sebagai acuan dari 
pelaksanaan program pemerlntahan desa dalam penggunaan APBDes". 

2.	 Menurut bapak/ibu, oogaimana kelelnasaanlkebebasan masyarakat dalam menentukan 
keingiDannyaipilihannya terbadap kegiatan baik pembengunan fisik maupun pemberdayaan yang akan 
dimasukan dalam APBDes? 
Jawab : "DaIam penyusunan RAPBDes sebelum dilaksanakan penyusunan yang biasanya dilaksanakan di 

kanlor dess, kepada Kadus, RW, RT beserta tokob masylll1lkat laiDoya telab 
meJaksanakanlmengadakan rapat tsb. Dengan basil rapst tsb merupakan keiDginan dari 
masyarakat yang diprinritaskan akan dibawa dan dicantmkan daIam penyusunan penggunaan 
APBDes. Dengan smun kelja iniIah dapat menampung dan menyerap aspiresi masyarakat.". 

3.	 Menmut bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ? 
Jawab :	 "Pada setiap penggunaan APBDes dalam pembangunan fisiksetelah terealisasi untuk 

pertanggungjawaben bal tenebut disampaikan kembali kepada masyarakat, ini keinginan 
masyarakat sebagai bentuk partisipasi pengontrofan dari masyarakat". 
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9.	 Pertanyaan Untuk: KETUA PKK SUNGAI RAYA 
~otralisasiJ(euaogan 

Meourut bapaklibu, apakah PKKmeodapat bagian dari danadan bagaimana pengaruh pemberian ADD
 
terbadap kegiatan PKK ?
 

Iawab: "Pembagian dari dan ADD ada, te1api kegiatao belurn begitu maksimal dijalankao".
 

10.	 Per1aoyaao Uotuk: }(AUR EKBANG DESA SUNGAI RAYA 
A.	 Aoggaran Pendapatan BeIaoja Desa (APBDes) 
I.	 Meourut bapak/ibu, bagaimana peogaruh pemberiao ADD temadap kernajuan pembangunao di desa? 

Iawah : "Sangat berpen!ll'fUh, dengan adanya ADD semua rancangan pembaogunao di desa sedikit atau 
baoyak sudah ada yang terwujudkan kernajuan pembanguoan di desa terutama di Desa Suogai 
Raya sudah ada beberapa baogunao yang dibaoguo dengan adanya dana ADD ISb ". 

A.	 Pendapatao AsU Desa (PADes) 
I.	 Menurut bapaklibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alarn yang beragam yang berpoteosi 

mendataogkan PADes ? 
Iawah : "tidak ada". 

2.	 Menurut bapaklibu, apakah pemerintab desa pemah atlu telah melalrukan peoda1llan potensi sumberdaya? 
apakah pemah di elcspos? 
Iawah : "Tidak pemah". 

ll.	 Per1anyaan Untak.: KETUA RW. 01 DUSUN 1 SUNGAI RAYA 
A.	 Aoggarao Peodapatao Bel80ja Desa (APBDes) 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalarn mengilruti proses peoyusuoan RAPBDes 

terutama dari RW yang bapak pimpio ? 
Iawah: "Baguslserta diterima dimasyarakat". 

2.	 Menurut bapaklibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikao masyarakat terutama RW yang bapak 
pimpio. apakah seriog ditolak atau diterima?
 
Iawah : "Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, dan diterima karena kebutuhao masyarakat".
 

3.	 Menurut bapaklibu, sejauh yang bapak tabu apa saja bentuk pembaogunao yang d1biayai dari ADD teru1llrna 
diwiIayah RW yang bapak pimpin? 
Iawah : "Tempat wuduk, tempat parkir, gudang". 

4.	 Menurut bapaklibu, apakah pembaogunao tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RW yang 
bapak pimpin? 
Iawah : "Sudah, sesuai kareoa pembaogunao tersebut basil musyawarah masyarakaf'. 

12.	 Per1aoyaao Untuk: KETUA RT. 03 RW.03 SUNGAJ RAYA 
A.	 Aoggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 
I.	 Menurut bapaklibu, bagaimaoa partisifasi masyarakat dalarn mengikuti proses peoyusuoan RAPBDes 

terutama dari RT yang bapak pimpio 7
 
Iawah : "Sangat-sangat meodukung".
 

2.	 Menurut bapaklibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak 
pimpio. apakah sering ditolak atau diterima? 
Iawah : "ya diterima, karena masyarakat air merah sangat-sangat membutuhkao pembaogunao". 

3.	 Meourut bapaklibu, sejauh yang bapak tabu apa saja bentuk pembaogunao yang d1biayai dari ADD terutama 
diwiIayah RT yang bapak pimpio? 
Iawab: "Parl<ir hooda disampiog masjid, dan tempat berwuduk disampiog masjid". 

4.	 Menurut bapaklibu, apakah pembaogunao tersebut sudah dengan kebutuhao masyarakat di wilayah RT yang 
bapak pimpio? 
Jawah : "sudah sesuai deogan kebutuhan masyarakat air merah". 
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Lampiran 5. 
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Lampiran 7. 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SINGKEP BARAT
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